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 Kemitraan politik Soekarno dengan Partai Masyumi yang selama 11 tahun 

dibina (1945-1956) akhirnya di tahun 1957 berubah menjadi sikap permusuhan 

yang tajam. Kemacetan politik sebagai akibat dari prematurnya Demokrasi 

Liberal dan desakan cita-cita Revolusi Indonesia yang menuntut untuk 

diselesaikan, menjadi faktor pendorong Soekarno untuk bersikeras mengambil 

alih kekuasaan. Langkah Soekarno dalam mengambil kekuasaan dengan merubah 

sistem pemerintahan dan tatanan  demokrasi mengundang perlawanan dari Partai 

Masyumi. Sikap oposisi yang kemudian ditunjukkan Partai Masyumi, 

mengundang reaksi keras dari Soekarno yang telah mendapatkan kembali 

kekuatan politiknya.  Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) 

Bagaimana sikap politik Soekarno dalam mengatasi kemacetan politik ?, (2) 

Bagaimana sikap Soekarno terhadap Partai Masyumi pada masa Demokrasi 

Terpimpin ?, (3) Bagaimana reaksi Partai Masyumi terhadap perubahan sikap 

politik Soekarno ?. 

 Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah yaitu dengan 

melalui langkah-langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi dan penulisan 

sejarah atau historiografi.                

 Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Sikap Soekarno 

dalam mengatasi kemacetan politik adalah dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 

5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945, dekrit ini juga menjadi titik 

awal bergulirnya Demokrasi Terpimpin yang menampilkan Soekarno sebagai 

pemimpin yang otoriter. (2) Partai Masyumi yang dianggap oleh Soekarno 

sebagai golongan kontra revolusi kerap mendapatkan „pengkebirian politik” dan 

sampai akhirnya dibubarkan melalui Penpres No. 7/1959 dan Keppres 

No.200/1960. (3) Partai Masyumi merespon  perubahan sikap politik Soekarno 

dengan selalu menunjukkan sikap oposisi pada langkah, kebijakan dan 

kepemimpinan Soekarno.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang    

   Dunia politik adalah dunia yang bergumul dengan kepentingan 

kekuasaan. Setiap individu atau kelompok yang telah mengikrarkan dirinya 

terjun ke dunia politik, teramat naïf apabila tidak mengemban misi untuk 

merengkuh kekuasaan. Banyak cara yang ditempuh untuk meraih kekuasaan 

atau  mempertahankannya, dari mulai membangun hubungan koalisi sampai 

melenyapkan musuh yang dianggap membahayakan.  Dalam  kacamata 

politikus penilaian antara mitra dan musuh begitu samar, karena segala 

sesuatunya baru bisa dilihat jelas  atas dasar kepentingan. Sebuah ungkapan 

anonim  berbunyi bahwa dalam politik tidak ada kawan abadi atau musuh 

abadi  tetapi yang ada hanyalah kepentingan abadi . Hal itu pula lah yang 

tercermin dalam hubungan politik antara Presiden Soekarno dengan Partai 

Masyumi.  

   Partai Masyumi adalah partai Islam pertama yang didirikan pasca 

kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 7 November 1945, dibidani 

dalam sebuah kongres para pemimpin umat Islam di gedung Madrasah 

Mu`alimin Muhammadiyah, Yogyakarta (Maarif, 1996 : 31). Kongres yang 

dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam dari kalangan modernis dan tradisionalis ini 

melahirkan kesepakatan untuk mendirikan partai politik Islam yang diberi 

nama Masyumi atau kependekkan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia. 

Tujuan didirikannya Partai Masyumi sebagaimana dinyatakan dalam anggaran 
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dasarnya yakni “terlaksana ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan 

individu, masyarakat dan negara Republik Indonesia, menuju keridhaan 

Ilahi” , tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Tafsir Azas Masyumi yang 

kedudukannya  sebagai penjelasan/manifest dari ideologi Islam yang dianut 

oleh Partai Masyumi  (Jurdi, 2008 : 165).  

   Di usia yang relatif  muda Partai Masyumi telah berhasil mendapatkan 

peranan yang luar biasa dalam percaturan politik nasional. Beberapa kali 

tokoh elite Partai Masyumi mendapatkan tugas penting kenegaraan dari 

Presiden Soekarno. Sjarifuddin Prawiranegara, pengurus DPP Partai 

Masyumi, pernah diberikan mandat untuk membentuk Pemerintahan Darurat 

Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat, pada saat ibu kota RI di 

Yogyakarta berhasil diduduki Agresi Militer Belanda II dan beberapa tokoh 

sentral negara seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad 

Hatta ditahan oleh militer Belanda. Sjarifuddin Prawiranegara sebagai Ketua 

PDRI berhasil menyelenggarkan pemerintahan Indonesia selama rentang 

waktu 7 bulan (22 Desember 1948 - 13 Juli 1949).  Mohammad Roem yang 

duduk di Pengurus Besar Partai Masyumi pernah ditunjuk sebagai delegasi RI 

dalam perundingan dengan Belanda di tahun 1949 atau yang lebih dikenal 

dengan Perundingan Roem-Roijen. Begitupula Assat yang juga anggota 

pengurus DPP Partai Masyumi pernah didaulat menjadi Presiden RI di waktu 

struktur kenegaraan menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Soekarno 

pada waktu itu menjadi Presiden RIS. 
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   Partai Masyumi juga memperlihatkan sikap loyal mempertahankan 

kedaulatan bangsa, terbukti saat munculnya ancaman dari Sekutu pada akhir 

bulan Oktober dan awal November tahun 1945,  Partai Masyumi menyatakan 

bahwa perang mempertahankan tanah air Indonesia adalah Perang Sabil, suatu 

kewajiban yang melekat pada semua orang muslim (Ricklefs, 2005 : 325).  

Begitu juga ketika kedaulatan RI terancam oleh kehadiran NII (Negara Islam 

Indonesia) yang diproklamirkan SM Kartosoewiryo di Jawa Barat pada 

tanggal 7 Agustus 1949, Partai Masyumi secara tegas menentangnya, bahkan 

Mohammad Natsir, tokoh elite Partai Masyumi,  ditunjuk pemerintah sebagai 

ketua komisi RI untuk penyelesaian NII dengan tugas membujuk SM 

Kartosoewiryo agar kembali ke pangkuan RI, walaupun usaha itu berujung 

gagal (Noer, 1987 : 182). 

   Sepanjang pemerintahan bergulir (1945-1957), tokoh-tokoh elite Partai 

Masyumi seringkali mendapatkan posisi di kabinet dimulai dari Kabinet 

Soekarno di tahun 1945 sampai Kabinet Ali Sastroamidjojo II di tahun 1957. 

Di era Demokrasi Liberal beberapa kali Partai Masyumi mendapatkan posisi 

sebagai formatur kabinet sekaligus menjadi Perdana Menterinya, antara lain 

Kabinet Mohammad Natsir (1950-1951), Kabinet Soekiman Wirdjosandjojo 

(1951-1952), Kabinet Boerhanoeddin Harahap (1955-1956). 

   Namun hubungan kedekatan Partai Masyumi dengan Presiden Soekarno 

perlahan mulai merenggang di awal tahun 1957, ketika Presiden Soekarno 

mengambil perubahan orientasi sikap dalam menilai jalannya sistem 

multipartai di Indonesia,  yang dengan eksplisit menyampaikan keinginannya 
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untuk mendirikan satu partai negara dan mengubur partai-partai yang lainnya 

(Suryanegara, 2010 : 366). Kehadiran multipartai dalam ranah demokrasi 

Indonesia, dianggap oleh Soekarno sebagai penyakit kepartaian, penyakit yang 

lebih parah dari perasaan kesukuan dan kedaerahan, penyakit yang disinyalir 

Soekarno menyebabkan bangsa kita selalu cakar-cakaran satu sama lain 

(Karim, 1983 : 140).  Menanggapi pernyataan presiden itu, Mohammad Natsir 

menegaskan selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus 

ada (Noer, 1987 : 354). 

   Tidak saja sistem multipartai yang diserang dan dikecam Soekarno, 

Demokrasi Liberal pun jadi sasaran kritiknya. Soekarno mengatakan bahwa 

Demokrasi Liberal adalah demokrasi impor (Barat), bukan demokrasi yang 

sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia (Rahardjo, 2001 : 168). Kecaman 

Soekarno terhadap Demokrasi Liberal tidak lepas dari sikap kecewa Soekarno 

terhadap realitas politik parlemen Indonesia yang sering diwarnai jatuh 

bangunnya kabinet dalam waktu yang singkat, yakni dalam kurun 11 tahun 

(1945-1956) terjadi 10 kali pergantian kabinet . Iklim politik parlemen yang 

tidak sehat ini menyebabkan kinerja pemerintahan sering tidak berjalan efektif  

yang ujungnya berdampak pada kemacetan total dalam pembangunan bangsa 

dan negara.   

   Menurut alam ambisi politik Soekarno, revolusi Indonesia belumlah 

selesai sepenuhnya. Sejauh ini revolusi baru dalam taraf revolusi ekonomi 

belum menyentuh revolusi yang mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa 

yang seratus persen berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi dan 
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berkepribadian dalam kebudayaan. Di samping itu, bagi Soekarno gambaran 

ancaman imprealisme dan kolonialisme belumlah berakhir, dan ia merasa 

perlu untuk terus memeranginya. Keberhasilan Soekarno dalam 

menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 adalah 

suatu cara dia untuk menghimpun negara-negara lain dalam sebuah kubu 

menghadapi negara-negara Barat yang tetap dianggapnya sebagai musuh 

(Sjamsuddin (ed), 1988 : 91)   

   Dalam pusaran Perang Dingin yang tengah berlangsung antara Blok 

Timur yang berhaluan Sosialis Komunis dan Blok Barat yang Liberalis 

Kapitalis, meskipun Soekarno kerap kali menyatakan posisi Indonesia sebagai 

negara yang netral tetapi kenyataan politik yang ada, Soekarno hendak 

membawa Indonesia untuk cenderung ke Blok Timur. Itu bisa dilihat dari 

sikap keras Soekarno terhadap Blok Barat, tapi di sisi lain bersikap mesra 

dengan Blok Timur. Secara pribadi Soekarno memang bukanlah seorang yang 

anti komunis dan secara politik ia membutuhkan dukungan Blok Timur untuk 

menyelesaikan sengketa Irian Barat yang melibatkan kekuatan Barat di 

belakangnya. Namun citra tangan terbuka dengan Blok Timur yang Sosialis 

Komunis terganjal oleh kenyataan politik dalam negeri, yakni PKI sebagai 

representasi kekuatan komunis selalu dikucilkan dalam setiap pembentukkan 

kabinet. Mekanisme demokrasi di parlementer tidak pernah memberikan 

kesempatan untuk merangkul PKI dalam setiap pembentukkan kabinet, hal ini 

terjadi karena partai-partai Islam, khususnya Partai Masyumi sebagai partai 

Islam  terbesar dan cukup memiliki pengaruh yang kuat di parlemen enggan 



 

 
 

6 

untuk berkolaborasi dengan PKI yang mereka anggap tidak menghormati 

paham agama (Samsuri, 2004 : 62)  

   Atas dasar pertimbangan politik bahwa Demokrasi Liberal telah 

menjauhkan bangsa dari cita-cita revolusioner (Harian Suara Merdeka edisi 4 

Februari 1957), Demokrasi Liberal hanya menjadi alat untuk menjegal salah 

satu komponen kekuatan politik bangsa (unsur komunis /PKI) . Maka pada 

tanggal 21 Februari 1957 di hadapan para pemimpin partai politik dan tokoh 

masyarakat di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengemukakan konsep 

politik demokrasinya yang kemudian lebih dikenal sebagai Konsepsi Presiden.  

Konsepsi Presiden ini pada pokoknya berisi : (1) Sistem Demokrasi Liberal 

atau Parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia oleh 

karena itu mesti diganti dengan Sistem Demokrasi Terpimpin (2) Menyusun  

Kabinet Empat Kaki dengan merangkul empat partai politik besar yakni PNI, 

Partai Masyumi, Partai NU dan PKI (3) Membentuk Dewan Nasional yang 

terdiri dari golongan-golongan fungsional (Sekretariat Negara RI, 1997 : 39) 

   Konsepsi Presiden ini menimbulkan gejolak pro dan kontra baik di 

dalam parlemen maupun di masyarakat. Dua  partai garda terdepan yang 

menolak yakni Partai Masyumi dan PSI, menyatakan bahwa Konsepsi 

Presiden yang menyatakan akan membentuk Dewan Nasional, dianggapnya 

sebagai pelanggaran fundamental terhadap konstitusi negara karena lembaga 

tersebut tidak dikenal dalam konstitusi (Gafar, 2006 : 25). Sementara di 

daerah, Konsepsi Presiden ini memicu ketegangan sosial, Gerakan Dewan-

Dewan daerah mencuat ke permukaan. Gerakan Dewan-Dewan itu merupakan 
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gerakan yang digalang oleh kelompok militer yang merasa tidak puas terhadap 

pemerintahan pusat yang dianggap selalu menekankan masalah politik tetapi 

mengabaikan pembangunan pada daerah-daerah. Gerakan Dewan-Dewan ini 

muncul di kota-kota besar di Sumatera dan Sulawesi seperti Medan, Padang 

dan Menado. Dampak dari gejolak-gejolak tersebut pada tanggal 14 Maret 

1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II tidak mampu melanjutkan kerjanya dan 

menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno (Suryanegara, 2010 : 371)          

   Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II memberikan celah meluluskan 

Soekarno dalam mempraktikan konsepsinya, yakni menyusun Kabinet Empat 

Kaki. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Soewirjo dari PNI untuk 

menjadi formatur, tetapi Soewirjo tidak berhasil dalam menyusun Kabinet 

Empat Kaki (Suryanegara, 2010 : 372). Sebab dari kegagalan ini adalah 

karena partai-partai Islam seperti Masyumi dan NU menolak untuk duduk 

bersama dengan PKI dalam satu kabinet. Untuk memecahkan kebuntuan, 

akhirnya Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur. 

Hasilnya pada tanggal 9 April 1957 Soekarno mengumumkan terbentuknya 

Kabinet Karya dibawah pimpinan politisi non-partai yakni Djuanda 

Kartawidjaja sebagai Perdana Menterinya.  

   Setelah Kabinet Karya berhasil disusun, kemudian di bulan Mei 1957 

menyusul dibentuk Dewan Nasional yang terdiri dari 41 anggota mewakili 

golongan karya, plus anggota ex-officio yang semuanya ditunjuk secara 

musyawarah oleh Presiden Soekarno dengan kabinet (Harian Suara Merdeka, 

edisi 8 Juni 1957) . Soekarno menjadi ketua Dewan Nasional tapi urusan 
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sehari-hari dipegang oleh wakil ketua Roeslan Abdulgani, yang kemudian 

tampil sebagai penganjur dipercepatnya ide demokrasi terpimpin digulirkan 

(Anwar, 1995 : 177). Roeslan Abdulgani sendiri adalah seorang sosialis yang 

memiliki kedekatan dengan Soekarno dan mendukung Indonesia menuju 

negara yang sosialisme seperti Soekarno cita-citakan.   

   Selama masa pemerintahan Kabinet Karya banyak diwarnai dengan 

gejolak-gejolak peristiwa politik. Dimulai dari percobaan pembunuhan 

terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957, saat itu presiden 

tengah menghadiri harlah Perguruan Cikini ke 15 tahun, yang kemudian 

peristiwa itu lebih dikenal dengan Peristiwa Cikini. Peristiwa yang terjadi di 

Jakarta Utara itu  kemudian dipolitisir oleh golongan yang anti-Partai 

Masyumi dengan menghembuskan isu bahwa orang-orang Partai Masyumi 

merupakan dalang dibalik aksi. Tuduhan itu bersandar pada  pengakuan para 

pelaku yang mengaku sering menghadiri kursus-kursus kader yang diadakan 

oleh tokoh-tokoh Partai Masyumi (IN, 1980 : 217) 

   Isu ini menjadi alat untuk mendiskreditkan Partai Masyumi, sebab Partai 

Masyumi sebelumnya sudah distigma sebagai partai oposisi yang paling vokal 

menentang Soekarno. Maka tidak heran pasca Peristiwa Cikini, beberapa 

tokoh Partai Masyumi merasa dirinya tidak aman tinggal di Jakarta karena 

hampir setiap hari diteror dan diintimidasi oleh golongan pemuda tak dikenal 

(Gafar, 2006 : 62)  Atas dasar itu pula Mohammad Natsir, Sjafruddin 

Prawiranegara dan para tokoh Partai Masyumi lainnya bertolak dari Jakarta 

menuju Padang pada Desember 1957. Padang dijadikan tempat pelarian sebab 
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secara politis Padang merupakan pusat konsentris kekuatan Gerakan Dewan-

Dewan yang melakukan sikap oposisi terhadap pemerintahan pusat. Hal ini 

memberikan keuntungan politis terhadap para tokoh Partai Masyumi tersebut 

untuk memulai aksi politik selanjutnya. Benar saja, di sana  para tokoh Partai 

Masyumi tersebut kemudian bergabung dengan Gerakan Dewan Daerah atau 

disebut juga Gerakan Militer Daerah.  Belakangan tidak hanya tokoh Partai 

Masyumi saja yang bergabung dengan kelompok ini melainkan Sumitro 

Djojohadikusumo dari PSI juga turut menggabungkan diri.  

   Pada tanggal 10 Februari 1958 kaum pembangkang Padang (sebutan 

bagi kelompok yang dibina antara Dewan-Dewan Daerah di Sumatera dengan 

Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Sumitro Djojohadikusumo) 

mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah dengan batas tempo lima hari. Isi 

ultimatum itu yakni; (1) Kabinet Karya/Djuanda harus dibubarkan (2)  Hatta 

dan Sri Sultan Hamengkubuwana IX harus ditunjuk untuk membentuk suatu 

kabinet baru sampai terselenggaranya pemilihan umum (3) Mengembalikan 

Soekarno kepada presiden konstitusional (Ricklefs, 2005 : 396) Mereka pun 

mengancam seandainya tuntutan ultimatum itu tidak dipenuhi oleh pemerintah 

pusat maka mereka akan membentuk pemerintahan sendiri. 

   Namun setelah tenggat waktu yang telah ditentukan, pemerintah pusat 

tetap bergeming terhadap tuntutan ultimatum itu. Maka pada tanggal 15 

Februari 1958 dibentuklah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia 

(PRRI) yang berpusat di Bukit Tinggi serta mengangkat Sjarifuddin 

Prawiranegara sebagai Perdana Menteri (Gafar, 2006 : 63). Dua hari kemudian 
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Gerakan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) yang digagas oleh Dewan-

Dewan Daerah di Sulawesi menyatakan diri bergabung dengan PRRI. 

Menyikapi gejolak di daerah ini, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah 

tindakan militer tegas terhadap PRRI-Permesta (Anwar, 1995 : 178).  

   Keterlibatan beberapa tokoh Partai Masyumi dalam PRRI-Permesta 

membuat Sukiman Wirdjosandjojo gusar, sebagai Wakil Ketua I Partai 

Masyumi dia wajib menyelamatkan partai dari sanksi sosial dan politik. Hal 

ini cukup beralasan bahwa keterlibatan Mohammad Natsir, Sjafruddin 

Prawiranegara dalam gejolak di daerah (PRRI-Permesta) bukanlah instruksi 

dari partai (Suryanegara, 2010 : 378). Sebab sebelumnya DPP Partai Masyumi 

telah berusaha menghubungi kader-kadernya di Sumatera untuk berusaha 

mencegah terjadinya pemberontakan, tetapi peringatan mereka tidak digubris 

(Ricklefs, 2005 : 396). Akhirnya pada tanggal 17 Februari 1958 Partai 

Masyumi mengeluarkan statement keputusan No.1130/Sek.PP/1/M.VIII/58 

yang melarang anggotanya dan pimpinan Partai Masyumi memberikan 

bantuan kepada pemberontak (PRRI-Permesta), ditegaskan pula bahwa Partai 

Masyumi tidak ada rencana untuk melakukan makar pada Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Suryanegara, 2010 : 378).       

   Namun seperti apa yang diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara 

dalam buku  API Sejarah 2 (2010 : 378) bahwa penjelasan itu tidak didengar 

oleh PKI yang tetap mendeskreditkan Partai Masyumi. PKI memang memiliki 

sejarah dendam panjang pada Partai Masyumi sejak digulingkannya Amir 

Sjarifoeddin oleh fraksi Partai Masyumi pasca Perundingan Renville.  Konflik 
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yang terjadi antara tokoh Partai Masyumi dengan tokoh PKI, tidak hanya 

melibatkan tokoh dari kedua partai tersebut, tetapi juga melibatkan semua 

komponen yang ada dalam partai, termasuk di dalamnya adalah organisasi 

massa yang mendukung partai. (Gafar, 2006 : 130).  

   PKI yang pada waktu terjadinya peristiwa PRRI-Permesta itu tengah 

dirangkul oleh Presiden Soekarno, serasa memiliki kesempatan emas untuk 

menghabisi Partai Masyumi, caranya yakni dengan  gencar mendorong 

Presiden Soekarno untuk bertindak tegas pada keberadaan Partai Masyumi 

yang dianggapnya sebagai kelompok kontra revolusi karena menghalangi 

jalannya cita-cita revolusi Indonesia. Selain itu PKI juga menuduh keterlibatan 

beberapa tokoh Partai Masyumi dalam PRRI-Permesta dianggap sebagai 

tindakan kolaborasi dengan kapitalis Amerika Serikat untuk merobohkan 

negara Indonesia (Ricklefs , 2005 : 396)   

   Diterjang terus-terusan oleh kemelut pergolakan dalam negeri akhirnya 

menyebabkan keberadaan Kabinet Karya pun tidak berlangsung lama, hanya 

bertahan selama dua tahun (9 April 1957- 5 Juli 1959). Kegagalan 

menciptakan komposisi  empat partai politik besar dalam Kabinet Karya  dan 

perdebatan mengenai konsensus dasar negara serta undang-undang dasar yang 

berlarut-larut dalam Majelis Konstituante adalah pemicu Presiden Soekarno 

untuk mengeluarkan Keppres No.150/1959 atau Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Isi dari dekrit tersebut yaitu kembali ke UUD 1945 dan membubarkan 

Konstituante (Lihat lampiran 1) 
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   Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi pintu gerbang bergulirnya sistem 

Demokrasi Terpimpin yang membuka ruang luas bagi Presiden Soekarno 

untuk mewujudkan konsepsinya, sebab sistem Demokrasi Terpimpin pada 

hakikatnya adalah sistem yang mengantarkan Presiden Soekarno untuk 

bertindak sebagai pemimpin diktator. Miriam Budiardjo menyebut bahwa 

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang juga sebagai suatu usaha darurat 

mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan 

kepemimpinan yang kuat (Budiardjo, 1989 : 71). 

   Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terjadi perubahan sikap yang melanda 

sebagian besar partai-partai Islam, yang pada sebelumnnya partai-partai Islam 

itu menentang gerak Soekarno dengan konsepsinya (baca:Konsepsi Presiden), 

terutama berkenaan dengan konsep sistem Demokrasi Terpimpin, namun 

setelah dekrit partai-partai Islam terpecah menjadi dua kelompok. Seperti apa 

yang dikemukakan oleh Dr.Ahmad Syafii Ma`arif dalam buku “Islam dan 

Politik; Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965”  bahwa 

kelompok pertama terdiri dari Partai NU, PSII dan Perti, yang akhirnya 

memihak Soekarno dan menyertai Demokrasi Terpimpin. Sementara 

kelompok lain adalah Partai Masyumi, partai yang sejak awal konsisten 

menentang ide Demokrasi Terpimpin berikut Konsepsi Presiden (Maarif, 1996 

: 4).  

   Demokrasi Terpimpin menjadi titik awal digulirkannya Nasakom 

sebagai ideologi negara. Ideologi ini merupakan hasil sintesa dari pemikiran 

Soekarno yang mensinergikan antara Nasionalisme, Agamisme (dalam hal ini 
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Islamisme sebagai kekuatan keagaamaan terbesar di Indonesia) dan 

Komunisme. Soekarno menilai ketiga ideologi tersebut mempunyai semangat 

perjuangan yang paralel yakni sama-sama anti-imprealisme kolonialisme 

(Kirbiantoro dan Dody Rudianto, 2006 : 36). Seperti yang dituturkan oleh 

Soekarno dalam buku semi otobiografinya yang berjudul “Bung Karno 

Penyambung Lidah Rakyat” , Soekarno mengungkapkan bahwa : 

NASAKOM adalah jiwa yang berisi ketiga kekuatan di atas 

mana kami berdiri tegak: NAS adalah orang-orang nasionalis 

yang bukan komunis, A adalah agama yang anti-komunis dan 

KOM orang yang beraliran komunis (Adams, 1982 : 445).  

 

Ide Nasakom juga tidak luput dari penentangan Partai Masyumi yang sedari 

dulu mengecam faham Komunisme karena tidak sesuai dengan falsafah 

Pancasila.   

   Demi menciptakan “harmonisasi” di parlemen, pada tahun 1960 

Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres No.3/1960 yang isisnya 

membubarkan parlemen hasil Pemilu 1955 yang dianggap tidak sesuai dengan 

jiwa dan semangat UUD 1945, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik 

Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 (Lihat lampiran 3) Sebagai 

gantinya dibentuklah parlemen DPR GR dengan mengangkat 283 anggota, 

didalamnya tidak terdapat keterwakilan Partai Masyumi dan PSI. Di tahun 

sebelumnya wakil Partai Masyumi pun tidak didudukkan dalam Dewan 

Pertimbangan Agung (Harian Suara Merdeka edisi 31 Juli 1959) . Komposisi 

DPR GR seperti ini konon hasil persetujuan antara Soekarno dengan Ali 

Sastroamidjojo, Idham Chalid dan DN Aidit (Rosihan Anwar, 1995 : 182). 

Dari kesepakatan antara Soekarno dengan tiga tokoh ini mencerminkan sudah 
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terbentuknya komposisi kekuatan Nasakom yakni Ali Sastroamidjojo sebagai 

pimpinan PNI mewakili ideologi Nasionalisme, Idham Chalid sebagai 

pimpinan Partai NU mewakili ideologi Agamisme dan DN Aidit sebagai 

pimpinan PKI mewakili ideologi Komunisme (Dake, 2006 : 169) 

   Tidak cukup disingkirkan dari parlemen, tepat pada tanggal peringatan 

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan 

Keppres No. 200/1960 yang isinya pemerintah membubarkan Partai Masyumi 

(Lihat lampiran 8). Sementara itu para tokoh partainya, baik itu yang terlibat 

peristiwa PRRI-Permesta maupun yang tidak, di kemudian hari mereka 

ditahan sebagai tahanan politik, antara lain Mohammad Natsir, Sjarifuddin 

Prawiranegara, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Isa Anshary, 

Yunan Nasution, Muchtar Ghazali dan EZ Muttaqien.     

   Pembubaran Partai Masyumi menimbulkan polemik pertanyaan besar, 

hal apa yang menyebabkan Presiden Soekarno begitu murka kepada Partai 

Masyumi. Seandainya jawabannya karena Partai Masyumi dianggap secara 

keseluruhan terlibat dalam PRRI-Permesta yang dicap oleh pemerintah 

sebagai pemberontak, terus kenapa sanksi serupa tidak ditimpakan terhadap 

PKI yang juga pernah terlibat pada pemberontakan Peristiwa Madiun 1948, 

apa motif dari sikap Soekarno berani membubarkan partai pemenang kedua 

Pemilu 1955 ini . Adakah hasutan dari PKI, yang notabene musuh besar Partai 

Masyumi, untuk merubah pandangan politik Soekarno terhadap Partai 

Masyumi, sebab masa Demokrasi Terpimpin adalah masa mesra kedekatan 

Soekarno dengan PKI dan blok komunisme umumnya.      
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   Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang dipaparkan di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konflik politik 

yang melibatkan antara Soekarno dengan Partai Masyumi pada era Demokrasi 

Terpimpin. Maka dari itu penulis terdorong untuk mengangkat penulisan 

skripsi ini dengan judul “SIKAP POLITIK SOEKARNO TERHADAP 

PARTAI MASYUMI 1957-1960” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sikap Soekarno menghadapi kemacetan politik Demokrasi 

Liberal ?  

2. Bagaimana sikap Soekarno terhadap Partai Masyumi pada masa 

Demokrasi Terpimpin ? 

3. Bagaimana reaksi Partai Masyumi terhadap sikap politik Soekarno ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan sikap Soekarno mengatasi kemacetan politik Demokrasi 

Liberal.  

2. Menjelaskan sikap Soekarno terhadap Partai Masyumi pada masa 

Demokrasi Terpimpin. 

3. Menjelaskan reaksi Partai Masyumi terhadap sikap politik Soekarno. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pada mahasiswa 

maupun masyarakat umum, mengenai dinamika politik Indonesia pada masa 

Demokrasi Terpimpin, khususnya berkenaan sikap politik Soekarno 

terhadap Partai Masyumi di tahun 1957-1960. Rentang tahun yang 

menunjukkan tampilnya Soekarno sebagai pemimpin yang otoriter.    

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam pengembangan 

ilmu akademisi terutama dalam bidang sejarah politik Indonesia, dan 

diharapkan juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut 

dalam lingkup penelitian yang lebih luas dan mendalam. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian. 

   Sebuah penulisan sejarah bila disusun untuk menjadi sebuah karya 

ilmiah sejarah, memerlukan adanya pembatasan ruang lingkup yang akan 

diteliti, dengan begitu pembahasannya tidak terlalu meluas dan hasilnya lebih 

akurat. Ruang lingkup temporal digunakan untuk membatasi waktu dalam 

penelitian penulisan, sehingga ada batasan waktu yang tegas. Dalam penulisan 

ini dibatasi dari tahun 1957 sampai tahun 1960.  Tahun 1957 adalah awal dari 

persitegangan tajam antara Soekarno-Partai Masyumi, sebab di tahun ini 

Soekarno mengeluarkan Konsepsi Presiden yang secara tegas ditentang oleh 

Partai Masyumi. Sementara batasan akhir tahun 1960, merujuk pada riwayat 
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terakhir Partai Masyumi di panggung politik Indonesia (Orde Lama), karena 

pada tanggal 17 Agustus 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres 

No.200/1960 yang memerintahkan Partai Masyumi membubarkan diri. 

 

F. Metode Penelitian 

   Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang 

menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. 

Metode ini merupakan cara pemecahan masalah dengan menggunakan data 

atau peninggalan-peninggalan masa lalu untuk memahami peristiwa yang 

terjadi dan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif 

(Gottschalk, 1984 : 18). 

Adapun tahapan-tahapan metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut: 

1. Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak di masa lampau. 

Kegiatan pengumpulan data atau heuristik meliputi kegiatan mencari dan 

menghimpun sumber-sumber sejarah termasuk bahan-bahan tertulis, 

tercetak serta sumber lain yang dirasa relevan dengan masalah yang 

diteliti. (Gottschalk, 1984 : 18) Sumber sejarah terbagi menjadi dua yakni :  

Pertama, sumber primer yaitu sumber yang berdasarkan kesaksian dari 

seseorang saksi yang melihat dan mengalami pada kejadian tersebut. 

Sumber primer yang dipakai dalam tulisan ini adalah : 

a. Arsip Lembaran Negara Republik Indonesia  

b. Harian Suara Merdeka yang terbit rentang tahun 1957-1960 
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Kedua, sumber sekunder yaitu sumber yang berdasarkan pada kesaksian 

siapapun yang bukan saksi pandangan mata yaitu seseorang yang tidak 

hadir pada peristiwa yang dikisahkan. (Gottschalk, 1984 : 35). Untuk 

sumber sekunder diambil dari beberapa buku yang penulis kelompokkan 

berdasarkan kategori untuk masing-masing bahasan. Kategori untuk 

membedah ideologi politik dan sikap politik Soekarno penulis 

menggunakan buku referensi  Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, 

Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek, Bung Karno Wacana 

Konstitusi dan Demokrasi, Sosialisme Indonesia, Dekrit Presiden 5 Juli 

1959 dan UUD Negara Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Dua Dasawarsa 

(1945-1965), Indonesian Communism Under Sukarno Ideologi dan Politik 

1959-1965, Aidit Sang Legenda, Soebadio Sastroatomo Pengemban Misi 

Politik, Pergulatan Ideologi Partai Politik di Indonesia Nasionalisme-

Islamisme  Komunisme-Militerisme, Musso Si Merah di Persimpangan 

Republik, Sejarah Nasional Indonesia VI, Sukarno File, Soekarno Otoriter 

dan Indonesia Melawan Amerika 1953-1963. Kategori untuk membedah 

kiprah Partai Masyumi dan para tokohnya penulis menggunakan buku 

referensi API Sejarah 2, Politik Islam Anti Komunis Pergumulan Masyumi 

dan PKI di Arena Demokrasi Liberal, Partai Islam di Pentas Nasional 

1945-1965, Catatan Perjuangan HM Yunan Nasution, Sjarifuddin 

Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT, Jusuf Wibisono Karang di 

Tengah Gelombang, Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa 

Demokrasi Terpimpin (1959-1965), 30 Tahun Indonesia Merdeka 1955-
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1965, Sejarah Indonesia Modern. Sementara buku-buku untuk 

memberikan pemahaman keilmuan politik penulis menggunakan buku 

Dasar-Dasar Ilmu Politik, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, 

Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Pemikiran Politik Islam Indonesia 

Pertautan Negara Khilafah Masyarakat Madani dan Demokrasi, Konsensus 

Nasional  dan buku-buku yang memberikan pemahaman penelitian dan 

penulisan sejarah penulis menggunakan buku Mengerti Sejarah, Pengantar 

Ilmu Sejarah, Metodologi Sejarah.  

Penulis dalam mengumpulkan sumber primer mendatangi Perpustakaan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Depo Arsip Harian Suara Merdeka.  Di 

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah penulis mendapatkan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  yakni Lembaran Negara Republik 

Indonesia No.75 Tahun 1959 tentang Keputusan Dekrit Presiden Republik 

Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara 

Republik Indonesia No.149 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan 

peneyederhanaan partai, Lembaran Negara Republik Indonesia No.24 

Tahun 1960 tentang pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat, 

Lembaran Negara Republik Indonesia No.78 Tahun 1960 tentang susunan 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Lembaran Negara Republik 

Indonesia No.79 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan 

pembubaran partai-partai. Semua lembaran negara tersebut diperlukan 

untuk memperkuat informasi data dalam membangun tulisan ini. 

Sementara untuk mencari sumber primer dari surat kabar sezaman, penulis 
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mendatangi Depo Arsip Harian Suara Merdeka dan  berhasil menghimpun 

arsip softcopy Harian Suara Merdeka yang terbit sepanjang rentang tahun 

1957 sampai 1960. Mengumpulkan arsip softcopy sebanyak itu berguna 

untuk menganalisis perkembangan politik yang terjadi di Indonesia pada 

waktu itu, sehingga kita dapat mencari pengaruh keterkaitannya terhadap 

perubahan sikap politik Soekarno terhadap Partai Masyumi. Berkenaan 

dengan pengumpulan sumber sekunder, penulis mendatangi empat lokasi 

perpustakaan yakni; perpustakaan pribadi Boeng Zei, perpustakaan jurusan 

sejarah UNNES, perpustakaan pusat UNNES  dan perpustakaan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah.  

2. Kritik Sumber, adalah kegiatan untuk menilai, menguji atau menyeleksi 

jejak-jejak sejarah sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar, 

asli, dan relevan dengan kajian yang dibahas. Kritik sumber dimaksudkan 

untuk menentukan kredibilitas dari jejak sejarah  (Widja, 1988 : 21). Pada 

tahap ini dilakukan kritik ekstern dan intern terhadap data yang telah 

berhasil dihimpun.  

a. Kritik ekstern, yaitu kritik yang menilai apakah sumber yang didapat 

benar-benar merupakan sumber dikehendaki. Dilihat dari bentuknya 

sumber itu apakah asli atau turunan, selain itu berusaha menjawab 

pertanyaan tentang keotentikan keaslian sumber yang digunakan 

(Notosusanto, 1975 : 39). Pada umumnya sumber data yang terpenting 

dari penelitian ini adalah melalui kajian pustaka yang lebih difokuskan 

pada masalah sumber dokumen,  arsip dan lain sebagainya yang 
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menyangkut masalah penelitian. Kritik ini untuk mendapatkan 

otensitas sumber dengan penelitian fisik terhadap sumber tersebut. 

Otensitas meliputi jenis fisik materi sezaman yang digunakan, antara 

lain jenis kertas, bahan, kualitas, tinta dan sebagainya.  

Otensitas sumber primer dari surat kabar sezaman yakni Harian Suara 

Merdeka, setelah melalui proses kritik ekstern penulis menilai semua 

jenis materialnya mewakili zamannya. Sementara untuk arsip 

Lembaran Negara Republik Indonesia penulis menilai 

keotensitasannya material terbitannya dapat dipercaya karena 

merupakan bagian dari satu rangkuman buku yang diterbitkan oleh 

negara secara berkala.       

b. Kritik intern, yaitu kritik yang menilai sumber dilihat dari isinya 

apakah relevan dengan permasalahan yang ada dan dapat dipercaya 

keberadaannya. Cara melakukan kritik intern yaitu:  

1) Melakukan cross chek data antarsumber yang berhasil dikumpulkan.  

2) Melihat asal sumber, siapa yang menulis atau pengarangnya, apakah 

wartawan, ahli atau pengamat, praktisi, dosen, pelaku peristiwa atau 

institusi pemerintahan dan swasta. Maksud memperhatikan hal itu 

untuk dapat mempertimbangkan apakah sumber tersebut dapat diyakini 

kredibilitasnya atau tidak.  

3) Melihat kandungan data dari masing-masing sumber, apakah sumber 

yang diperoleh datanya relevan atau tidak dengan permasalahan.  
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4) Menyeleksi sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan pokok 

bahasan atau subpokok bahasan yang ditetapkan.  

5) Memperhatikan apakah sumber tersebut merupakan hasil penelitian, 

pengamatan atau observasi, laporan perjalanan atau tulisan pelaku. 

3. Interpretasi, yaitu tahapan untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah  serta 

membandingkan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya, sehingga 

dapat ditetapkan makna dari fakta yang diperoleh untuk menjawab 

permasalahan yang ada. Dalam merangkai fakta-fakta sejarah, berpedoman 

pada susunan kerangka yang logis menurut urutan kronologis dengan tema 

atau topik yang jelas sehingga mudah dimengerti. 

4. Historiografi, yaitu proses mensintesakan fakta atau proses menceritakan 

rangkaian fakta dalam suatu bentuk tulisan yang bersifat historis secara 

kritis analitis dan bersifat ilmiah berdasarkan fakta yang telah diperoleh. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

   Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa pustaka untuk mengetahui 

seberapa jauh persolan penelitian tentang “Perubahan Sikap Politik Soekarno 

Terhadap Partai Masyumi, Dari Mitra Menjadi Musuh Politik 1957-1960”.  

   Buku pertama yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini 

berjudul “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat”, buku semi otobiografi 

Soekarno ini ditulis oleh Cindy Adams, seorang wartawan  Amerika Serikat 

yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyusun otobiografi 

Soekarno. Buku setebal 488 halaman ini diterbitkan oleh PT Gunung Agung, 
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edisi cetakan kedua tahun 1981. Buku ini memaparkan sepak terjang Soekarno 

mulai dari hal yang intim sampai pada persoalan makro kenegaraan.  

   Kelebihan dari buku ini adalah  hasil dari wawancara Cindy Adams 

dengan Soekarno, oleh karena itu buku ini dirasa cukup mewakili gambaran 

figur Soekarno, termasuk soal pemikiran politik dan sikap politiknya. 

Kelemahannya kesan subjektivitas Soekarno cukup tinggi tetapi itu wajar 

karena buku ini adalah buku semi otobiografi. 

    Buku kedua yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini 

berjudul “Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek”, buku ini 

disusun oleh enam sarjana ilmu politik yakni Nazaruddin Sjamsuddin, 

Isbodroini Suyanto, Toto Pribadi, Valina Singka Subekti, Chusnul Mar`iyah 

dan Frederika JE Agoes yang kesemuanya memusatkan diri membedah 

pemikiran Soekarno mengenai beberapa masalah politik, dan bagaimana pula 

ia mempraktekkan keyakinan politiknya. Buku setebal 247 halaman ini 

diterbitkan oleh Rajawali Pers cetakan pertama tahun 1988.  

   Kelebihan dari buku ini berhasil menampilkan fakta dan interpretasi 

tentang pemikiran dan tingkah laku politik seorang Soekarno pada masa ia 

aktif dalam panggung kehidupan politik dalam masyarakatnya. Kelemahannya 

buku ini tidak membedah secara mendalam konflik politik Soekarno dengan 

kelompok Islam modernis (Partai Masyumi), padahal konflik ini merupakan 

titik awal dari penurununan karir politik seorang Soekarno yang lebih memilih 

condong bermitra pada komunis, sampai akhirnya karir politiknya benar-benar 

berakhir bersamaan dengan hancurnya komunis di Indonesia.        
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    Buku ketiga yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini 

berjudul  “Islam dan Politik; Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 

(1959-1965)”, buku ini ditulis oleh Dr. Ahmad Syafii Maarif , seorang pakar 

dan pengamat politik kenamaan Indonesia. Buku ini berasal dari tesis M.A. 

penulis (baca: Dr. Ahmad Syafii Maarif) di bidang kajian sejarah pada Ohio 

University, Athens, Ohio, Amerika Serikat. Buku setebal 218 halaman ini 

diterbitkan oleh Gema Insani Press, edisi cetakan kedua tahun 1996.  

   Buku ini memaparkan peta kekuatan politik Islam, termasuk Partai 

Masyumi, dalam kancah politik Demokrasi Terpimpin yang oleh penulis 

(baca: Dr. Ahmad Syafii Maarif) disebutkan sebagai era politik belah bambu 

kekuatan Islam oleh penguasa Orde Lama. Kelemahannya buku ini kurang 

menyoroti dinamika yang muncul di dalam tubuh Partai Masyumi saat 

ditinggal ketua umumnya yang memilih masuk ke dalam pergolakan 

PRRI/Permesta  

   Buku keempat yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini 

berjudul “Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965”, buku ini ditulis oleh 

Prof. Deliar Noer seorang guru besar ilmu sejarah  dari Universitas Indonesia. 

Buku setebal 479 halaman ini diterbitkan oleh Grafiti Pers, edisi cetakan 

pertama tahun 1987. Deliar Noer melakukan kajian mengenai sepak terjang 

dan pasang surutnya partai-partai Islam pada periode 1945-1965. Kajiannya 

ini membeberkan juga konflik-konflik yang terjadi, baik itu yang  melibatkan 

intrapartai maupun antarpartai dan juga menjelaskan keterkaitan hubungan 

partai-partai Islam dengan penguasa. Kelemahan dari buku ini yakni tidak 
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memberikan informasi yang mendalam berkenaan hubungan Soekarno dengan 

umumnya tokoh-tokoh Islam modernis dan pandangan Soekarno terhadap 

ajaran serta gerakan Islam modernis di masa Demokrasi Terpimpin. Hal itu 

penting diketahui sebab Partai Masyumi merupakan partai representasi dari 

kalangan Islam modernis          

   Buku kelima yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini  

berjudul “API Sejarah 2”, buku ini ditulis oleh Prof. Ahmad Mansur 

Suryanegara. Mengenai penulis, beliau adalah seorang guru besar sejarah di 

Universitas Padjadjaran, Bandung. Buku setebal 578 halaman ini merupakan 

jilid kedua dari buku sebelumnya (API Sejarah 1). Buku yang diterbitkan oleh 

Salamadani ini cukup komplit dalam memaparkan kiprah ulama dan santri di 

panggung sejarah Indonesia, tidak terkecuali menjelaskan sepak terjang Partai 

Masyumi sebagai partai yang berplatform dan berbasis umat Islam. Buku ini 

dijadikan referensi dalam memandang sebuah peristiwa politik khususnya di 

era Demokrasi Terpimpin,  dengan menggunakan  sudut pandang kepentingan 

politik Islam di antaranya Partai Masyumi. Kelemahannya buku ini kental 

dengan kesan subjektivitas penulisnya yang lebih condong membela 

kepentingan dan kebesaran politik Islam dan terkadang menyudutkan hal-hal 

di luar itu tanpa penjelasan yang lebih terperinci. 

   Buku keenam yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini 

berjudul “Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT”, buku 

ini ditulis oleh Ajip Rosidi seorang budayawan kenamaan yang juga memiliki 

perhatian besar dalam pengkajian sejarah. Buku setebal 471 halaman yang  
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diterbitkan Pustaka Jaya ini untuk pertama kalinya dicetak pada tahun 1986, 

namun dicetak ulang pada tahun 2011 dengan tiga judul buku lainnya yang 

semuanya sama berkaitan dengan Sjafruddin Prawiranegara (semuanya 

disusun oleh Ajip Rosidi) dalam rangka menyambut Satu Abad Mr.Sjafruddin 

Prawiranegara (1911-2011).    

   Buku ini berhasil menampilkan figur seorang Sjafruddin Prawiranegara 

baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang tokoh politik terkemuka di 

Partai Masyumi. Sjafruddin Prawiranegara orang yang  vokal berkonfrontasi 

dengan Soekarno di era demokrasi terpimpin. Ungkapan “lebih takut kepada 

Allah SWT” diambil dari ungkapan terkenal  Sjafruddin Prawioranegara yang 

secara implisit menyatakan bahwa dirinya tidak takut pada Soekarno dengan 

kediktatoran yang ia miliki. Buku ini berhasil membongkar sikap politik para 

pemimpin Partai Masyumi  yang memilih membangkang pada Soekarno dan 

Demokrasi Terpimpin. 

Buku ketujuh yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini 

berjudul Catatan Perjuangan HM Yunan Nasution, buku yang menulis 

biografi pimpinan Sekretaris Umum Partai Masyumi (1956-1960) ini ditulis 

oleh Badruzzaman Busyairi. Diterbitkan oleh Pustaka Panjimas Jakarta pada 

tahun 1985 dengan ketebalan buku 407 halaman. Buku ini berhasil 

mengungkap seluruh dinamika yang terjadi di dalam tubuh Partai Masyumi, 

terlebih di kurun waktu 1957-1960 rangkaian tahun yang merupakan masa-

masa genting Partai Masyumi. Buku ini juga dilengkapi oleh lampiran 

dokumen-dokumen keputusan dan statemen Partai Masyumi terkait jawaban-
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jawabanya pada penguasa Orde Lama, dan hal tersebut sangat membantu 

penulis dalam merangkai fakta dan data dalam penelitian ini. 

Buku kedelapan yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian 

ini berjudul Jusuf Wibisono Karang di Tengah Gelombang, buku yang 

menulis biografi mantan Menteri Keuangan masa Orde Lama dan juga tokoh 

politikus teras Partai Masyumi ini ditulis oleh Soebagijo IN. Diterbitkan oleh 

PT Gunung Agung Jakarta pada tahun 1980 dengan ketebalan buku 429 

halaman. Buku ini berhasil mengungkap seluruh dinamika yang terjadi di 

dalam tubuh Partai Masyumi pada kurun waktu 1957-1960, yaitu masa-masa 

hubungan genting antara Partai Masyumi dengan Soekarno. 

Kelebihan dari buku ini berhasil memberikan sudut pandang politik yang 

berbeda di antara politikus Partai Masyumi pada waktu itu. Jusuf Wibisono 

merupakan salah satu tokoh yang berlainan pendirian dengan tokoh-tokoh 

politikus Partai Masyumi lainnya, yang hampir sebagian besar solid 

menunjukkan sikap non kooperatif  terhadap kebijakan dan kepemimpinan 

Soekarno. Bertolak belakang dengan garis perjuangan partai, Jusuf Wibisono 

adalah satu-satunya tokoh Partai Masyumi yang menunjukkan sikap hangat 

pada Soekarno dan menerima tawaran Soekarno untuk duduk menjadi anggota 

DPR GR lewat perwakilan golongan fungsional buruh, serta turut duduk 

dalam Pengurus Besar Front Nasional. Sikap pragmatis inilah yang kemudian 

berbuah pemecatan Jusuf Wibisono dari keanggotaan Partai Masyumi dan di 

cap sebagai pengkhianat partai. Penuturan terbuka Jusuf Wibisono dalam buku 

ini yang mengungkap semua latar belakang sikap yang dia ambil pada masa 
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lalu, menambah khazanah analisis berpikir penulis untuk membaca dinamika 

politik intern Partai Masyumi di tahun 1957-1960. 

Buku kesembilan yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini 

berjudul “Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di 

Arena Demokrasi Liberal”, buku ini ditulis oleh Samsuri seorang dosen dari 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Buku setebal 127 

halaman ini sebagian besar berasal dari tesis dirinya saat menyelesaikan 

Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia di tahun 2000. 

Buku ini diterbitkan pada tahun 2004 oleh Safiria Insania Press, sementara di 

tahun yang sama penulisnya sedang menyelesaikan studi Islam di Program 

Doktor (S-3) Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Fokus penelitian penulis mengkaji sikap politik Soekarno terhadap Partai 

Masyumi, namun sejarah pergumulan politik Partai Masyumi dan PKI tidak 

boleh diabaikan, karena di saat Demokrasi Terpimpin digulirkan peta politik 

mengalami perubahan, PKI muncul dengan hegemoni besar dalam 

perpolitikkan berbanding terbalik dengan Partai Masyumi yang dihadapkan 

pada konflik politik dengan Soekarno. Soekarno yang terpengaruh oleh PKI 

sementara PKI mempunyai dendam pada Partai Masyumi menyebabkan partai 

Islam terbesar ini menjadi bulan-bulanan pukulan politik sampai akhirnya 

hegemoni kebesaran partai ini berakhir di bulan Agustus 1960 ketika 

Soekarno memutuskan membubarkan Partai Masyumi..                                

Sementara Lembaran Negara Republik Indonesia yang digunakan  untuk 

mendukung penulisan ini antara lain adalah :  
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Pertama, Lembaran Negara Republik Indonesia No.75 Tahun 1959 tentang 

keputusan Dekrit Presiden kembali kepada UUD 1945. Digunakan untuk 

memberikan gambaran tegas sikap intervensi Soekarno dalam menghadapi 

kemacetan politik di parlemen dan kosntituante. 

Kedua, Lembaran Negara Republik Indonesia No.149 Tahun 1959 tentang 

syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Lembaran Negara ini berguna 

untuk meninjau dasar kebijakan politik Soekarno dalam mengancam atau 

mengikis partai-partai yang menjadi musuh politiknya.     

Ketiga, Lembaran Negara Republik Indonesia No.24 Tahun 1960 tentang 

pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaran negara ini untuk 

memberikan gambaran alasan-alasan Soekarno membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat hasil Pemilu tahun 1955.  

Keempat, Lembaran Negara Republik Indonesia No.78 Tahun 1960 tentang 

susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Lembaran negara ini 

memberikan gambaran kebijakan pemerintahan Soekarno yang secara otoriter 

mengatur  komposisi keanggotaan di parlemen, pengangkatan dan 

pemberhentian anggota-anggota parlemen, pengaturan   tata tertib parlemen .   

Kelima, Lembaran Negara Republik Indonesia No.79 Tahun 1960 tentang 

pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. Lembaran negara ini 

memberikan pemahaman pemerintahan otoriter Soekarno yang secara terbuka 

memberikan ruang untuk menghabisi partai yang menjadi lawan politiknya. 
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BAB II 

KONSEPSI PRESIDEN : SOLUSI KEMACETAN POLITIK  

DALAM KEMELUT PRO KONTRA 

 

A. Latar Belakang Lahirnya Konsepsi Presiden 

    Sejak pertama kalinya Demokrasi Liberal digulirkan pada tanggal 

14 November 1945, sampai kemudian mendapatkan penetapan 

konstitusional melalui UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) 

yang menegaskan demokrasi Indonesia berhaluan liberal dengan sistem 

pemerintahan bersifat parlementer (Budiardjo, 1989 : 69). Bangsa 

Indonesia belum pernah sekalipun memiliki pemerintahan yang kuat 

dalam arti bertahan sampai akhir masa kerja periodenya (satu masa kerja 

kabinet lima tahun), sebut Kabinet Sjahrir I (4 November 1945-12 Maret 

1946), Kabinet Sjahrir II (12 Maret -2 Oktober 1946), Kabinet Sjahrir III 

(2 Oktober 1946-27 Juni 1947), Amir Sjarifoeddin I (3 Juli 1947-23 

Januari 1948), Amir Sjarifoeddin II (24 Januari-September 1948), Hatta I 

(September-22 Desember 1948), Sjafruddin Prawiranegara (kabinet PDRI 

22 Desember 1948-13 Juli 1949), Hatta II (14 Juli-15 Desember 1949), 

Hatta III (kabinet RIS 20 Desember 1949-8 September 1950), Natsir (9 

September 1950-20 Maret 1951), Sukiman (April 1951-Februari 1952), 

Wilopo (April 1952-Juni 1953), Ali Sastroamijoyo (Juli 1953-Juli 1955), 

Boerhanoeddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956) yang semua 

kabinet itu tidak menunjukkan periode yang efektif dalam menjalankan 

masa tugasnya (Suryanegara, 2010 : 229-356)                 
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   Hal ini disebabkan oleh sifat dari era Demokrasi Liberal itu sendiri 

yang memberikan ruang  dominannya peran partai-partai politik dalam 

mengatur jalannya roda pemerintahan, karena fragmentasi partai-partai 

politik setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua 

partai besar dengan beberapa partai kecil.  Namun kenyataannya koalisi 

yang dibangun sering kurang mantap dan partai-partai politik dalam 

koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, 

sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. 

Dengan demikian timbul kesan bahwa partai-partai politik dalam koalisi 

kurang dewasa dalam menghadapi tanggungjawab mengenai permasalahan 

pemerintahan. Di sisi lain pihak partai-partai politik dalam barisan oposisi 

tidak mampu untuk berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang 

menyusun program-program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi 

negatif dari tugas oposisi (Budiardjo, 1989 : 70).  

   Soekarno mengungkapkan bahwa prilaku negatif dari oposisi itu 

ialah sedapat mungkin menumbangkan pemerintahan yang ada diganti 

dengan pemerintah daripada oposisi itu sendiri (Rahardjo, 2001: 168)  

Akibatnya kabinet-kabinet yang berdiri pada umumnya hanya berumur 

pendek, tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan, dan 

hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik oleh karena 

pemerintah tidak dapat kesempatan untuk melaksanakan program-

programnya. Sikap partai-partai politik yang demikian menyebabkan 

kemacetan konstalasi politik di parlemen.  
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   Lebih parahnya lagi kemacetan politik tidak hanya terjadi di 

parlementer, tetapi juga menjalar di Majelis Konstituante yakni anggota-

anggota partai-partai politik yang tergabung dalam Majelis Konstituante 

tidak mampu mencapai konsensus mengenai dasar negara dan undang-

undang dasar baru  (Budiardjo, 1989 : 70) Seluruh anggota Majelis 

Konstituante berjumlah 542 orang, tetapi tidak ada satu fraksi pun yang 

berhasil mencapai dua pertiga dari jumlah tersebut untuk memenuhi 

prosedur penetapan UUD yang sah. Pancasila, Islam dan Sosial Ekonomi 

adalah tiga nama yang diusulkan sebagai Dasar Negara Republik 

Indonesia nantinya.  

   Usul yang pertama Pancasila didukung oleh PNI dengan 116 

anggota, PKI termasuk Fraksi Republik Proklamasi 80 anggota, Parkindo 

16 anggota, PSI 10 anggota, IPKI 8 anggota dan partai-partai kecil lainnya 

dengan total berjumlah 273 orang. Usul kedua Islam didukung oleh Partai 

Masyumi 112 anggota, Partai NU 91 anggota, PSII 16 anggota, Perti 7 

anggota, dan partai-partai kecil lainnya  dengan total berjumlah 230 

anggota. Usul ketiga Sosial Ekonomi didukung oleh Partai Buruh 5 

anggota dan Partai Murba 4 anggota, total berjumlah 9 orang (Widjaja, 

1989 : 31-32) 

   Dalam pengamatan Soekarno kemacetan politik yang melanda 

Indonesia lebih kompleks lagi, tidak sekedar melihat kemacetan di 

permukaan yang terjadi di  parlemen maupun Majelis Konstituante, tetapi 

menjurus pada keadaan krisis yang komprehensif  yakni mulai dari pucuk 
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pemerintahan sampai masyarakat luas. Menurut Soekarno Indonesia 

terjerembab ke dalam lima macam krisis. Pertama, krisis politik di mana 

banyak orang tidak lagi percaya pada demokrasi. Kedua, adanya krisis 

dalam aparatur negara yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan 

ketertiban masyarakat. Ketiga, krisis dalam cara masyarakat berpikir. 

Keempat, krisis moral dan yang kelima adalah krisis kewibawaan 

(Sjamsuddin, 1988 : 19)   

   Kondisi yang tidak stabil ini berdampak pada terkatung-katungnya 

cita-cita revolusi Indonesia yang ingin membawa bangsa Indonesia sejajar 

di depan bangsa-bangsa lainnya dan lebih dari itu ingin menjadikan 

Indonesia sebagai pemimpin dari negara-negara dunia ketiga sesuai 

dengan ambisi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di 

kota Bandung, Indonesia. Sayangnya para tokoh politik partai tidak lagi 

memiliki konsen pada cita-cita itu, mereka sibuk mengurusi permasalahan 

domestiknya sendiri-sendiri. Persatuan nasional yang seharusnya dipupuk 

sebagai modal gerak juang revolusi justru sebaliknya digerogoti oleh sikap 

menonjolkan kepentingan golongan dan primordialisme agama serta 

kesukuan.          

   Setelah lebih 11 tahun Demokrasi Liberal digulirkan (1945-1956), 

kekecewaan Soekarno terhadap sistem ini semakin memuncak ketika badai 

krisis politik tidak juga mau beranjak. Belum dewasanya kesadaran 

bernegara dan berbangsa dari para  tokoh politik partai, membuat ajang 

Demokrasi Liberal menjadi ajang pertempuran kepentingan politik 
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golongan atau kelompok. Dengan kata lain bangsa Indonesia pada waktu 

itu belum siap untuk mengecap demokrasi yang sesungguhnya, yakni 

demokrasi dalam arti hakikat liberal.  

   Di lain pihak Soekarno menyatakan bahwa Demokrasi Liberal tidak 

cocok dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena demokrasi 

liberal adalah demokrasi impor. Kemacetan politik yang melanda 

Indonesia tidak lain adalah ekses-ekses yang ditimbulkan dari 

penyelenggaraan demokrasi yang bukan demokrasi yang sesuai dengan 

kepribadian bangsa (Rahardjo, 2001 : 168). Absahnya kehadiran oposisi 

dalam penyelenggaraan Demokrasi Liberal dinilai Soekarno sebagai 

pengganggu dari pembangunan solidaritas dan stabilitas pemerintahan. 

Pengertian dangkal dari sikap beroposisi menjadi preseden tidak sehat 

dalam kehidupan berpolitik Indonesia, bergugurannya kabinet-kabinet 

dalam waktu relatif pendek adalah ekses buruk nyata dari sikap 

kekurangdewasaan politisi partai. 

   Melihat kenyataan berpolitik seperti ini, Soekarno tidak hanya 

berpangku tangan sembari mengutuki keadaan. Sebagai orang yang 

mengklaim bahwa hanya dirinyalah yang sanggup memberikan keagungan 

kepada bangsa Indonesia. Soekarno bersikeras mencari solusi dari 

kemacetan politik yang ada. Melalui konsep Demokrasi Terpimpin ia 

mencela Demokrasi Barat yang liberalistis yang menyebabkan tak mampu 

membentuk sebuah pemerintahan yang kuat yang dibutuhkan Indonesia 
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untuk membangun jalannya revolusi. Secara eksplisit Soekarno 

menyatakan :       

Demokrasi yang saya dambakan untuk Indonesia bukanlah 

demokrasi liberal seperti yang terdapat di Eropa Barat. Tidak! 

Apa yang saya inginkan untuk Indonesia adalah suatu 

demokrasi terpimpin, suatu demokrasi dengan pimpinan. 

Demokrasi terpimpin, demokrasi terpimpin, sesuatu yang 

dipimpin tetap demokrasi. (Karim, 1983 : 141) 

 

Jelas sekali bahwa konsep demokrasi yang Soekarno inginkan adalah 

demokrasi yang dipimpin oleh kepemimpinan kuat. Demokrasi yang 

bukan sebebas-bebasnya orang berkehendak melainkan ada sebuah 

kepemimpinan yang dapat mengendalikan kebebasan agar kebebasan itu 

tidak menjadi tindakan kebablasan yang dapat merugikan bangsa dan 

negara.  

   Selain itu sistem multipartai yang menjadi ruh dari Demokrasi 

Liberal tidak luput dari sorotan kritik Soekarno. Sebelumnya di bulan 

Oktober 1956 Presiden Soekarno mengemukakan keinginannya untuk 

penguburan partai-partai yang terlampau banyak (40 partai politik tumbuh 

di Indonesia), Soekarno merasa bahwa keberadaan multipartai di Indonesia 

tidak sama sekali membuat jalanya demokrasi menjadi sehat malah 

merusak tatanan demokrasi. Hal itu implisit dipetik dari ungkapan 

Soekarno yang menyatakan :  

Banyak dari partai-partai itu tidak menunjukkan perbedaan-

perbedaan besar yang prinsipil. Partai-partai itu sangat boleh 

jadi hanya disebabkan oleh nafsu menonjolkan diri dari 

beberapa orang yang merasa kurang mendapat perhatian 

masyarakat. Nafsu ingin berpengaruh “dia mau kursi” bukan 

demokrasi (Sjamsuddin (ed) Isbodroini Suyanto, 1988 : 82) 
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Dengan sistem partai kita mengalami kemacetan total. Itu tidak 

sehat; harus dirombak sama sekali. Penyakit inilah yang 

menyebabkan kita selalu cakar-cakaran satu sama lain. Karena 

itu sekarang marilah kita bersama-sama mengubur semua partai  

(Karim, 1983 : 140-141) 

  

   Pernyataan Presiden Soekarno itu mendapatkan kritik tajam dari 

Natsir, Ketua Umum Partai Masyumi, balas menanggapi :  

Selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus 

ada, dengan atau tidak dengan keputusan pemerintah. Selama 

masih ada kebebasan partai, selama itu pula demokrasi 

ditegakkan. Kalau demokrasi dikubur, demokrasi pun otomatis 

akan dikubur, dan di atas kuburan itu hanya diktator yang akan 

memerintah (Noer, 1987 : 354) 

 

Menurut Partai Masyumi demokrasi bukan semata-mata cara yang dapat 

dirubah setiap waktu menurut keadaan, demokrasi adalah sebagai jalan 

atau pandangan hidup. Sementara menanggapi kemacetan politik yang 

melanda di parlemen dan Majelis Konstituante, Partai Masyumi 

berpendapat bahwa implementasi demokrasi sebagai suatu sistem 

terkadang sukar oleh sebab itu menuntut pengalaman dan harus pula 

melalui berbagai cobaan yang kadang-kadang pahit. Maka dari itu Partai 

Masyumi tidak menyalahkan sistem Demokrasi Liberal atau multipartai, 

melainkan penekanan pada koreksi diri dari tokoh-tokoh partai politik 

yang menjadi biang kemacetan politik. Untuk itu Natsir menegaskan: 

Bahwa salah satu syarat demokrasi ialah bahwa pendukungnya 

harus memakai partai sebagai alat menurut peraturan yang 

wajar dan bahwa para pendukung ini harus jujur menegakkan 

nilai-nilai yang berharga dalam hidup. Jangan sebaliknya alat-

alat itu yang dijadikan tujuan dengan menginjak nilai-nilai 

hidup (Noer, 1987 : 354)  
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   Sejak awal pembentukannya, Partai Masyumi memang tetap kukuh 

bersikap bahwa prinsip pemerintahan yang paling sesuai dengan Islam dan 

masyarakat Indonesia adalah demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. 

Walaupun  demikian, sebab Partai Masyumi berazaskan Islam, partai 

mengharapkan cita-cita  pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan 

dengan berpedoman kepada sya`riat. Agar cita-cita kehidupan 

berdemokrasi bernegara itu sesuai dengan sya`riat maka Partai Masyumi 

memperjuangkan tujuannya dengan menempuh jalan yang konstitusionil 

yakni Partai Masyumi mengajukan sya`riat Islam sebagai dasar negara dan 

undang-undang dasar dalam konsensus nasional di Majelis Konstituante di 

samping berusaha untuk menguasai kursi di parlemen.    

Walaupun Partai Masyumi mengusung ideologi Islam, namun 

pandangan Partai Masyumi mengenai kehidupan sosial dan kesadaran 

keragaman masyarakat Indonesia sangatlah positif, sehingga konsep 

demokratis diterima dengan baik.  Partai Masyumi bahkan disebut sebagai 

partai politik pembela demokrasi, artinya antara konsep dan praktiknya 

berjalan bersama. Hal itu terbukti dengan ngototnya Partai Masyumi untuk 

mempertahankan tatanan Demokrasi Liberal yang dianggapnya sebagai 

sistem yang benar-benar demokratis.   

   Meski mendapat kritik dari beberapa pihak, ide Demokrasi 

Terpimpin itu tetap dijawantahkan ke dalam Konsepsi Presiden yang 

diumumkan pada tanggal 21 Februari 1957. Soekarno berani menyodorkan 

ide tersebut didorong oleh rasa kepercayaan dirinya bahwa rakyat 
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Indonesia meminta Soekarno untuk mengambil alih dalam mengatasi 

kemacetan politik yang mengakibatkan krisis pemerintahan, Soekarno 

mengutarakan :  

Di mana-mana saya datang, keluhan daripada rakyat yang kecil 

ialah : “Bapak, apakah bapak tidak dapat mengadakan 

perdamaian nasional ? Apakah bapak tidak mengadakan satu 

sistem agar kita ini semuanya bergotong royong ?”  (Rahardjo, 

2001 : 175)  

 

   Konsepsi Presiden pada prinsipnya mengandung tiga hal pokok di 

dalamnya. Pertama, akan diperkenalkannya gaya kepemimpinan dan 

sistem pemerintahan baru yang dikenal dengan sistem Demokrasi 

Terpimpin. Kedua, mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong 

yang meliputi seluruh wakil partai yang ada di parlemen, termasuk PKI. 

Ketiga, dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari sebagian besar 

golongan fungsional (Sjamsuddin (ed), Chusnul Mar`iyah, 1988 : 176).  

   Konsepsi Presiden itu kemudian menimbulkan pro kontra, partai-

partai seperti PNI, PKI, Baperki dan Murba menyokongnya dengan serta 

merta berupa pernyataan-pernyataan tercetak, rapat-rapat umum, 

pengiriman delegasi dan lain-lain. Sedangkan partai-partai agama, seperti 

Partai Masyumi, Partai NU, PSII dan Partai Katholik menolaknya karena 

menganggap bahwa konsepsi  itu menyinggung masalah yang fundamental 

bertalian dengan susunan ketatanegaraan yang seharusnya menjadi 

wewenang Konstituante (Rosidi, 2011 : 199) 

   Di sisi lain Soekarno merasa yakin bahwa konsepsinya mendapat 

dukungan dari golongan militer. Hal ini didasari bahwa golongan militer 
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telah lama menyimpan keresahan pada praktek Demokrasi Liberal yang 

hanya membawa bangsa pada keadaan yang chaos. Sebelumnya di bulan 

Oktober 1952, ketika Angkatan Darat di bawah pimpinan KSAD Kolonel 

AH Nasution membawa demonstrasi militer di depan Istana Negara 

mendesak Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan mengambil alih 

kekuasaan. Meskipun pada waktu itu Soekarno menolak untuk melakukan 

hal itu dengan dasar pertimbangan bahwa apabila ia memenuhi tuntutan 

mematikan sistem demokrasi dengan pasukan bersenjata dapat berdampak 

buruk pada citra dan simpati terhadap Indonesia di dunia internasional 

yang pada waktu itu tengah berjuang melalui meja diplomasi untuk 

mengembalikan Irian Barat. Namun dari peristiwa Oktober 1952 itu 

Soekarno dapat menyimpulkan bahwa militer merasakan keresahan yang 

sama seperti yang ia rasakan yakni menentang sistem pemerintahan 

Demokrasi Liberal yang parlementer, dan dengan pasti Soekarno 

berkeyakinan bahwa Konsepsi Presiden yang bakal merubah sistem 

pemerintahan yang ada didukung oleh golongan militer           

   Konsepsi ini jelas hendak menampung keinginan Presiden Soekarno 

yang sebelumnya pernah menyatakan ketidakpuasannya dengan 

kedudukan presiden yang menurut UUDS yang berlaku pada waktu itu, 

tidak mempunyai kekuasaan langsung dalam pemerintahan, karena 

pemerintahan diselenggarakan oleh Perdana Menteri dan para menteri 

yang harus bertanggung jawab kepada parlemen (Rosidi, 2011 : 198) 

Sementara untuk opini dunia internasional pengambil alihan sistem 
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pemerintahan dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin sekarang 

ini tidak lagi menjadi soal yang dapat merusak citra dan simpati dunia 

internasional, terutama Barat, terhadap perjuangan Indonesia untuk 

mengembalikan Irian Barat dari cengkeraman Belanda. Sebab Soekarno 

tidak lagi mengharapkan Barat dapat luluh menjembatani pengambil 

alihan Irian Barat di forum diplomasi PBB, karena Soekarno melihat Barat 

tidak memiliki niatan baik untuk mendesak Belanda agar segera 

mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Selain itu keberhasilan 

Indonesia dalam menghimpun negara-negara Asia Afrika di KAA tahun 

1955 dengan agenda mengganyang segala bentuk imprealisme  

kolonialisme menjadi modal bagi Indonesia apabila sewaktu-waktu Irian 

Barat diambil alih paksa melalui cara operasi militer, sebab pendudukan 

Belanda di Irian Barat termasuk bentuk imprealisme kolonialisme. 

   Melalui cara meluluskan Konsepsi tersebut Soekarno merasa yakin 

dapat menjadi batu loncatan untuk menggapai kekuasaan memimpin 

secara totaliter, yang berarti Soekarno mendapatkan keleluasaan untuk 

menumpahkan segala ambisi revolusionernya yakni mewujudkan 

Indonesia menjadi negara yang sosialis dan Indonesia menjadi kampiun 

dalam usaha-usaha memerangi imprealisme kolonialisme kapitalisme 

global. 

Demi menumpahkan ambisi revolusionernya itu, kebutuhan untuk 

merangkul golongan komunis pun menjadi kepentingannya yang 

mendesak. Seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno di depan 
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pemuka-pemuka partai yang hadir di Istana Negara di malam 

pengumuman Konsepsi, Presiden Soekarno mengatakan :  

Saya bertanya dengan setenang-tenangnya saudara-saudara, 

apakah kita dapat terus menerus mengabaikan satu golongan 

yang di dalam pemilihan umum mempunyai suara 6 juta 

manusia ? Sungguh saudara-saudara saya tidak memihak, saya 

sekedar menghendaki adanya perdamaian nasional. Saya 

sekedar ingin mengadakan cara pemerintah gotong-royong 

dengan tidak memihak sesuatu pihak (Rahardjo, 2001 : 173). 

  

   Di samping ingin mewujudkan cita-cita perdamaian nasional, 

maksud Presiden Soekarno merangkul PKI adalah karena Soekarno sadar 

betul kalau PKI merupakan kekuatan riil yang mendukung ambisi-ambisi 

revolusionernya. Baik  Soekarno dan PKI memiliki kesamaan orientasi 

ambisi yakni mengenyahkan imprealisme kapitalisme di muka bumi 

dengan menggalang kekuatan semua rakyat yang tertindas, bangsa-bangsa 

yang tejajah yang mencintai kemerdekaan nasional, demokrasi rakyat dan 

perdamaian dunia (Sd, 1996 : 40-41). Di tambah cita-cita Soekarno yang 

ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara sosialis mendapat sambutan 

hangat dari penganut paham kiri (ideologi sosialis dan komunis), dan cita-

cita Soekarno itu semua bisa segera terwujud jika dia berhasil 

mengkonsolidasikan kekuatan progressif revolusioner untuk berada di 

belakang barisannya, kekuatan progressif revolusioner itu tidak lain adalah 

PKI. 

   Seperti yang Soekarno ungkapkan bahwa  dia telah lama menyimpan 

kekaguman pada cara-cara perjuangan PKI yang radikal, yang kemudian 

disebutnya sebagai progressif revolusioner, yakni cara perjuangan yang 
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dipercayai Soekarno dan yang sesuai dengan jiwanya, dan itu pula watak 

perjuangan yang senantiasa dianjurkan Soekarno dalam hampir setiap 

pidatonya (Sjamsuddin, 1988 : 28). Maka atas dasar pertimbangan itu 

Soekarno bersikeras memperjuangkan masuknya PKI mengambil bagian 

di kabinet.         

   Selain menganjurkan untuk dibentuknya kabinet gotong royong yang 

di mana PKI dilibatkan di dalamnya. Presiden Soekarno pun merasa perlu 

untuk membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional ini nantinya tersusun 

dari orang-orang golongan-golongan yang fungsionil di dalam masyarakat 

seperti kaum buruh, tani, pemuka agama, pengusaha, cendekiawan, kepala 

staff angkatan-angkatan bersenjata, jaksa agung dan lainnya. Fungsi dari 

Dewan Nasional ini ialah memberi nasihat kepada kabinet baik diminta 

maupun tidak. Susunan orang-orang yang duduk di  Dewan Nasional 

diatur sendiri oleh Presiden Soekarno yang mengangkat dirinya sebagai 

pimpinan Dewan Nasional (Rahardjo, 2001 : 171-172) Melalui 

kedudukannya sebagai Ketua Dewan Nasional, Soekarno dapat turut 

mempengaruhi jalannya pemerintahan, tetapi tanpa tanggung jawab, 

karena yang harus bertanggung jawab kepada parlemen adalah Dewan 

Menteri sebagai penyelenggara pemerintahan (Rosidi, 2011 : 199)  

 

B. Implementasi Konsepsi Presiden  

   Kondisi politik yang memburuk mengharuskan Perdana Menteri Ali 

Sastroamijoyo mundur dari kabinetnya pada 14 Maret 1957. Presiden 
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Soekarno kemudian menunjuk Soewirjo, Ketua Umum PNI, untuk 

melakukan formatur kabinet. Namun ternyata mengimplementasikan 

Konsepsi Presiden untuk membentuk kabinet gotong royong yang 

menyertakan PKI di dalamnya tidak berhasil, sebabnya partai-partai Islam 

terutama Partai Masyumi tidak mau duduk bersama dengan PKI di 

kabinet. Menurut Natsir, faktor prinsipil yang dikedepankan Partai 

Masyumi untuk menolak PKI masuk kabinet adalah karena PKI tidak 

menghormati agama. Partai Masyumi berkeyakinan bahwa sangat tidak 

mungkin PKI yang dalam ajaran komunisnya menganut faham atheis 

dapat menerima sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila (Samsuri, 

2004 : 62 ) Sikap Partai Masyumi yang menolak PKI dalam kabinet 

bertentangan dengan gagasan Presiden Soekarno yang mengharapkan 

kabinet pengganti Ali Sastroamijoyo adalah kabinet gotong royong yang 

ditopang oleh empat partai besar (PNI, Partai Masyumi, Partai NU, PKI). 

Sementara Partai NU menolak rencana Soewirjo bila kabinetnya tanpa 

keikutsertaan Partai Masyumi. Sikap keras partai-partai Islam, terutama 

Partai Masyumi, membuat Soewirjo gagal untuk membentuk kabinet baru. 

   Kegagalan ini kemudian dimanfaatkan oleh Soekarno untuk 

membentuk sendiri kabinet baru. Pada tanggal 4 April 1957, diadakan 

rapat di Istana Negara yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin partai dan 

pejabat senior. Dalam rapat tersebut, Soekarno mengumumkan 

mengangkat dirinya sendiri sebagai formatur kabinet baru. Selang empat 
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hari, Soekarno telah berhasil membentuk kabinet baru di bawah pimpinan 

Juanda seorang tokoh non partai fungsional (Suryanegara, 2010 : 373)    

   Kabinet baru yang dibentuk oleh Soekarno ini diberi nama Kabinet 

Karya. Kabinet ini tidak sesuai dengan rencana Konsepsi Presiden tentang 

kabinet gotong royong yang ditopang empat partai besar. Menteri-menteri 

yang bersedia memangku jabatannya didasarkan atas keinginan pribadi 

bukan mengatasnamakan wakil dari partai-partai politik, misal Mr. Hardi 

yang merupakan tokoh PNI menjabat Wakil Perdana Menteri I atas nama 

pribadi begitupula Idham Chalid, Ketua Umum Partai NU, menjabat 

Wakil Perdana Menteri II atas nama pribadi (Suryanegara, 2010 : 373). 

Meskipun tokoh Partai NU melunak untuk di kabinet baru tapi tokoh-

tokoh Partai Masyumi tetap bersikeras tidak mau duduk di kabinet baru 

walaupun tanpa kehadiran tokoh PKI di dalamnya, Partai Masyumi 

menuduh bahwa kabinet ini inskonstitusional dan boneka dari Soekarno    

   Soekarno berdalih maksud dari mengangkat tokoh-tokoh partai di 

kabinet tapi tidak dengan mengatasnamakan partainya adalah cara untuk 

menghindarkan  kebijaksanaan politik pemerintahan dari kepentingan 

partai politik yang ada (Sjamsuddin (ed), Chusnul Mar`iyah, 1988 : 191). 

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara (2010 : 373) praktik cara 

memisahkan orang-orang partai yang diangkat menjadi menteri, dengan 

tidak mengatasnamakan dirinya sebagai pimpinan atau wakil partainya 

adalah cara Soekarno untuk mengkebiri wibawa pemimpin atau wakil 

partai politik yang keberadaannya dipertahankan hanya sebatas pajangan.        
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   Soekarno pada dasarnya hanya menjadikan Kabinet Karya atau 

Kabinet Juanda sebagai batu loncatan atau masa transisi sebelum dia 

merengkuh kekuasaan seutuhnya. Dalam kabinet ini dibentuk jaringan-

jaringan yang memperkuat solidaritas penopang Soekarno kelak 

membangun Demokrasi Terpimpin. Dewan Nasional yang berhasil 

dibentuk pada bulan Mei 1957, pada perkembangannya menjadi alat 

counter attack terhadap peranan partai-partai politik. Hal ini disebabkan 

peranan Dewan Nasional ini sepenuhnya tergantung kepada  Soekarno dan 

oleh Soekarno dimanfaatkan sebagai alat strategi untuk menembus 

langkah penataan sistem kepartaian. Hal itu terbulkti dalam sidang Dewan 

Nasional tanggal 14-15 Agustus 1958 dibuatlah rancangan ususlan Dewan 

Nasional kepada kabinet. Rancangan usulan itu antara lain, pertama 

membentuk DPR baru yang terutama terdiri dari golongan fungsional, 

kedua, merancang sistem kepartaian yang baru dengan mengusulkan 

mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang 

multipartai untuk digantikan dengan undang-undang kepartaian baru yang 

memperkenankan partisipasi golongan fungsional ( Sjamsuddin (ed), 

Chusnul Mar`iyah, 1988 : 187)     

  

C. PRRI Bentuk Lain Sikap Oposisi Beberapa Tokoh Partai Masyumi    

   Di tahun 1957 situasi perpolitikan Indonesia berada dalam keadaan 

krisis yang pelik. Perpecahan antarpartai politik dan perpecahan di 

kalangan militer, berdampak di daerah, timbul Gerakan Militer Daerah 
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melawan pemerintah pusat seperti  Dewan Banteng di Sumatera Barat 

dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Husein, Dewan Gajah di Sumatera Utara 

dipimpin Kolonel M Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan 

dipimpin Letnan Kolonel Berlian dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara 

dipimpin Letnan Kolonel Samual (Suryanegara, 2010 : 375)  Dalam 

keadaan politik seperti ini kekuatan-kekuatan politik mengambil inisiatif. 

Partai Masyumi yang mempunyai basis kuat di daerah-daerah luar Jawa 

dan dengan sikapnya yang beroposisi terhadap Presiden Soekarno 

memberikan simpatinya terhadap gerakan-gerakan daerah (Sjamsuddin 

(ed), Chusnul Mar`iyah, 1988 : 173).  

   Menanggapi Dewan-Dewan Militer di Sumatera, Sjafruddin 

Prawiranegara, anggota Pengurus Besar Partai Masyumi, menyatakan 

menyimpan harapan bahwa gerakan-gerakan daerah di Sumatera akan 

memberikan alternatif bagi perkembangan demokrasi di tanah air. Dia 

menganggap bahwa situasi yang makin memburuk itu disebabkan juga 

oleh sikap Soekarno yang ingin menumpuk kekuasaan di tangannya 

sendiri dengan bantuan orang-orang komunis, tanpa disadarinya bahwa 

pada suatu waktu orang komunis akan menyingkirkannya juga. Dengan 

melakukan tekanan-tekanan dari luar Jawa, Sjafruddin berharap akan dapat 

menyadarkan Presiden Soekarno bahaya main-main dengan orang 

komunis (Rosidi, 2011 : 317)        

   Pernyataan Sjafruddin Prawiranegara berlandas pada tuntutan dari 

perwira-perwira Gerakan Militer Daerah yang disusun di Palembang pada 
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tanggal 7 dan 8 September oleh  Letnan Kolonel Ahmad Husein dari 

Sumatera Barat, Letnan Kolonel Ventje Sumual dari Sulawesi Utara, 

dengan Letnan Kolonel Barlian sebagai tuan rumah. Hasil pertemuan 

ketiga perwira itu melahirkan pernyataan politik yang disebut Piagam 

Palembang (Rosidi, 2011 : 315) , isinya antara lain :  

1. Kembalinya Hatta pada kepemimpinan nasional.  

2. Membersihkan pimpinan Angkatan Bersenjata dari simpatisan 

komunis, dan Mayor Jenderal AH Nasution harus segera diganti.  

3. Desentralisasi bentuk dan susunan pemerintahan, memberikan otonomi 

sang lebih luas pada daerah-daerah.  

4. Pembentukan Senat untuk membela kepentingan daerah dalam 

pemerintahan.  

5. Melarang ideologi komunisme sebab bertentangan dengan Pancasila.         

   Kemungkinan untuk melakukan tekanan terhadap Soekarno dari luar 

Jawa, tidaklah mustahil, karena sumber-sumber alam yang menjadi 

andalan devisa negara kebanyakan terdapat di luar Jawa, terutama di 

Sumatera dan Kalimantan. Maka kalau para pemimpin daerah-daerah yang 

bergolak itu bersatu dan sepakat untuk melakukan tindakan, Presiden 

Soekarno dapat didesak agar mau melangkah surut dengan membubarkan 

Kabinet Karya yang dibentuk secara tidak sah karena ditunjuk oleh 

formatur Soekarno sebagai warga negara yang diangkat oleh Soekarno 

sebagai presiden. Kemudian dapat dibentuk sebuah kabinet yang kuat 

dengan Perdana Menteri Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai 
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Wakil Perdana Menteri. Karena sesungguhnya yang diperlukan adalah 

sebuah pemerintahan yang kuat serta cakap, menunjang pembangunan 

daerah-daerah dan sadar pula akan bahaya komunisme yang kian 

mengancam (Rosidi, 2011 : 317). Adapun alasan dipilih Hatta karena 

Hatta adalah figur salah seorang proklamator yang diyakini banyak orang 

sebagai satu lambang persatuan nasional selain itu Hatta juga merupakan 

figur yang anti komunis. Sementara Sultan Hamengku Buwono IX 

merupakan figur kharismatik sebagai lambang masyarakat Jawa, yang 

secara kalkulasi politik menyimpan demografis politik dominan.   

   Tekanan-tekanan politik di Jakarta membuat gerah tokoh-tokoh 

Partai Masyumi, di tambah pasca Peristiwa Cikini di mana semua mata 

fitnah tertuju pada Partai Masyumi, partai yang menadapat stigma vokal 

keras beroposisi terhadap pemerintahan. Atas dasar kemanan sebab 

beberapa tokoh Partai Masyumi merasa dirinya tidak aman tinggal di 

Jakarta karena hampir setiap hari diteror dan diintimidasi oleh golongan 

pemuda tak dikenal (Gafar, 2006 : 62). Akhirnya di rentang bulan 

Desember 1957 dan Januari 1958 beberapa tokoh teras partai memutuskan 

untuk meninggalkan Jakarta menuju Padang. Sebelumnya kepergian 

Sjafruddin Prawiranegara, Natsir, Boerhanoeddin Harahap dan lain-lain 

tokoh pemimpin Partai Masyumi ke Sumatera, tidak pernah dibicarakan 

dalam sidang partai. Meskipun Natsir ketika itu menjadi Ketua Umum 

Partai Masyumi, dan Sjafruddin Prawiranegara serta Boerhanoeddin 

Harahap juga duduk sebagai anggota Pengurus Besar partai, tetapi 
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keberangkatan mereka ke Sumatera bukanlah suatu kebijaksanaan partai 

(Rosidi, 2011 : 331). 

   Ternyata kepergian tokoh-tokoh teras Partai Masyumi ke Padang 

bukanlah sekedar untuk pelesir melainkan untuk turut bergabung dalam 

pergolakkan daerah menekan pusat. Di pilihnya Sumatera sebagai tempat 

untuk melakukan “aksi keras” menekan Presiden Soekarno didasari oleh 

beberapa pertimbangan, selain alasan Sumatera menyimpan kekayaan 

alam yang cukup melimpah sebagai sumber devisa negara juga perkara 

dukungan hangat rakyat terhadap Dewan-Dewan Militer di Sumatera yang 

menurut MC Ricklefs (2005 : 383) bahwa pemerintahan dewan militer di 

Sumatera berhasil memberikan citra positif terhadap rakyat dengan 

melakukan kebijakan pembaharuan-pembaharuan, memperbaiki sekolah-

sekolah dan jalan-jalan serta membasmi korupsi. Selain itu  faktor ikatan 

emosional personal  tokoh-tokoh Partai Masyumi seperti Sjafruddin 

Prawiranegara, Natsir dan Boerhanoeddin Harahap yang berdarah 

Sumatera adalah salah satu aspek yang tidak boleh dikesampingkan 

mengapa mereka memilih Sumatera sebagai basis aksi.        

   Pada tanggal 10 Februari 1958 tokoh-tokoh teras Partai Masyumi ini 

turut merumuskan Piagam Perjuangan Menyelamatkan Negara bersama 

dengan perwira-perwira Dewan Militer lainnya dengan dipimpin oleh 

Letnan Kolonel Ahmah Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan untuk 

Seluruh Indonesia. Piagam itu berisi tuntutan agar Kabinet Djuanda 

menyerahkan kembali mandatnya dalam waktu 5 x 24 jam kepada 
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presiden atau presiden menarik kembali mandate dari Perdana Menteri 

Djuanda. Kalau tuntutan itu sudah dipenuhi presiden harus mengangkat 

Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai formatur untuk 

membentuk sebuah zaken kabinet. Selain itu Piagam Perjuangan pun 

menyimpan ancaman ultimatum terhadap pusat, apabila semua 

tuntutannya tidak dipenuhi maka mereka menyatakan bebas terhadap 

kewajiban taat kepada Presiden Soekarno (Rosidi, 2011 : 331-332). 

   Pada tanggal 13 Februari 1958 Perdana Menteri Djuanda melalui 

siaran radio mengumumkan sidang kabinet yang menyatakan menolak 

tuntutan Piagam Perjuangan. Tetapi Letnan Kolonel Ahmad Husein 

menunggu sampai habis tenggat waktu yang telah ditetapkan, baru 

mengumumkan tindakan selanjutnya. Pada tanggal 15 setelah batas 

tenggat waktu ultimatum itu habis, Letnan Kolonel Ahmad Hussein 

kemudian mengumumkan tentang pembentukan Pemerintahan 

Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berkedudukan di 

Bukittinggi. Adapun program yang diusung yakni  menghapuskan Kabinet 

Djuanda dan konsep Presiden Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin dan 

meneyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan Piagam Perjuangan untuk 

kemudian menyerahkannya kepada Hatta dan Sultan Hamengku Buwono 

IX kalau mereka sudah siap dan setuju untuk menerimanya. Dalam kabinet 

PRRI dua tokoh teras Partai Masyumi mendapat posisi yang sentral yakni 

Sjafruddin Prawiranegara menjabat posisi Perdana Menteri merangkap 
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Menteri Keuangan dan Boerhanoeddin Harahap menjabat Menteri 

Pertahanan merangkap Menteri Kehakiman  (Rosidi, 2011 : 333-334).        

   Pada tanggal 16 Februari Presiden Soekarno mendesak perlakuan 

tindakan keras terhadap PRRI. Djuanda,  AH Nasution dan kebanyakan 

pemimpin PNI dan PKI juga menghendaki PRRI ditumpas melalui operasi 

militer. Sementara Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX, dua nama 

yang sebelumnya disebut-sebut dalam Piagam Perjuangan, mendesak agar 

PRRI diselesaikan dengan perundingan. Kedua tokoh ini meskipun tidak 

setuju terhadap cara-cara PRRI namun mereka menempatkan diri pada 

posisi kompromis.  

   Sementara Partai Masyumi yang memiliki keturut sertaan para 

tokohnya dalam PRRI menjadi resah, kelompok Sukiman berkeinginan 

memecat Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Boerhanoeddin Harahap 

dari keanggotaan partai namun dicegah oleh para pendukung mereka 

(Ricklefs, 2005 : 397). Satu-satunya pembelaan Partai Masyumi dari 

tuduhan partai turut serta dalam PRRI yakni dengan mengeluarkan 

statemen partai pada tanggal 17 Februari No.1130/Sek.PP/1/M.VII/58 

yang melarang anggotanya dan pimpinan Partai Masyumi memberikan 

bantuan kepada pemberontak, serta menyalahkan seluruh pemberontakan 

di  Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah dengan 

ditambahkan poin penegasan bahwa Partai Masyumi tidak ada rencana 

merobohkan negara (Suryanegara, 2010 : 378)              
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Usulan perundingan yang diajukan Hatta, Sultan Hamengku Buwono 

juga Partai Masyumi serta PSI ditolak oleh pemerintah pusat, sebaliknya 

di ujung bulan Februari 1958 operasi militer untuk menumpas PRRI 

dilancarkan, Kolonel Ahmad Yani mendapat mandat memimpin operasi 

penumpasan. Serangan militer udara dan darat diarahkan pada instalasi-

instalasi PRRI di Padang dan Bukittinggi. Hanya memakan waktu dua 

bulan, tepatnya 5 Mei Bukittinggi berhasil direbut dan gerakan PRRI di 

Sumatera berubah menjadi perang gerilya di wilayah pedalaman, bisa 

dikatakan pada pertengahan tahun 1958 PRRI sudah dapat dipatahkan, 

walaupun kehancurannya yang terakhir masih terjadi tiga tahun kemudian 

(Ricklefs, 2005 : 397) 
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BAB III 

LAHIRNYA DEMOKRASI TERPIMPIN  

DAN FASE PENGIKISAN PENGARUH PARTAI MASYUMI 

  

A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : Babak Awal Demokrasi Terpimpin 

Memasuki tahun 1959 konstalasi politik di Indonesia masih tetap 

bergejolak. Pasca meletusnya pemberontakan-pemberontakan di daerah 

sepanjang tahun 1957-58, PRRI/Permesta yang meski secara basis intinya 

berhasil dihancurkan namun kemudian berubah menjadi gerakan-gerakan 

gerilya di pedalaman yang jelas mengganggu stabilitas politik dan 

keamanan di daerah. Ditambah berlarut-larutnya penumpasan DI/TII yang 

tak kunjung berhasil mencekal aktor pimpinannya, menjadi pekerjaan 

besar untuk segera dituntaskan.   

Sementara di politik tingkat pusat, anjuran Presiden Soekarno pada 

25 April 1959 terhadap pimpinan dan anggota Majelis Konstituante 

mengenai ajakan untuk kembali ke ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 

1945, menuai perdebatan yang tajam dalam majelis. Perwakilan orang-

orang Partai Masyumi berada di garis depan yang menyuarakan penolakan 

tersebut. Mereka tetap kukuh memperjuangkan Islam sebagai ideologi dan 

undang-undang dasar. Sampai akhirnya di bulan Mei dan Juni tahun 1959 

Majelis Konstituante menggelar pemungutan suara untuk memutuskan 

anjuran tersebut, Majelis Konstituante tetap gagal mengambil keputusan 

menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan UUD 1945 sebagai 
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undang-undang dasar negara, karena tidak mencapai dua pertiga dari 

jumlah suara yang masuk (Suryanegara, 2010 : 389).  

Tabel. 3.1 

Hasil Pemungutan Suara Majelis Konstituante Tahun 1959  

Mengenai Anjuran Kembali ke Ideologi Pancasila dan UUD 1945 

Pemungutan Suara  Setuju Tidak Setuju 

Pertama, 30 Mei 1959 269 199 

Kedua, 1 Juni 1959 263 203 

Ketiga, 2 Juni 1959 264 204 

 (Soyomukti, 2010 : 160 ) 

 Dampak dari kegagalan pemungutan suara tersebut menimbulkan 

sikap geram dari kalangan militer. KSAD AH Nasution menegaskan 

bahwa satu-satunya cara untuk memecahkan jalan buntu pada tingkat 

nasional adalah dengan kembali ke UUD 1945 dengan apapun caranya. 

Tentu saja perubahan yang fundamental itu mengisyaratkan presiden untuk 

segera mengeluarkan dekrit. Sementara PKI dan PNI sepakat bahwa 

kembali ke Pancasila dan UUD 1945 adalah satu-satunya cara untuk 

menerobos kekerasan pendirian partai-partai Islam yang bersikukuh 

dengan pendirian mengajukan Islam sebagai dasar negara dan undang-

undang dasar, yang berdampak menjadi momok kemacetan politik di 

Majelis Konstituante. Di samping itu kedua partai ini mengkhawatirkan 

apabila keadaan tetap dibiarkan, dalam arti presiden tidak melakukan 

action penyelamatan, tentara dapat sewaktu-waktu melakukan kudeta 
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(Ricklefs, 1989 : 402). Pada tahapan ini Soekarno merasa yakin bahwa 

inilah saatnya dia untuk merebut kendali pemerintahan seratus persen.  

Hal yang monumental itu tiba,  pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden 

Soekarno mengeluarkan dekrit yang menetapkan pembubaran Majelis 

Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan pembentukan MPRS 

(Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) (Lihat Lampiran 1). 

Keluarnya  dekrit bukan berarti tidak  mengundang resiko perlawanan dari 

barisan oposisi, maka untuk menghindari ekses serangan dari para tokoh 

politik yang tidak senang dengan dikeluarkannya dekrit ini, Presiden 

Soekarno menunjukkan kekuatannya bahwa dekrit presiden ini didukung 

oleh pihak militer dalam hal ini Angkatan Darat, kesan itu tercermin dalam 

ungkapannya :        

Dan begitulah, tujuh tahun setelah Angkatan Darat 

menghadapkan meriamnya kepadaku, keinginan mereka untuk 

membubarkan sistem kabinet parlementer dan kembali ke UUD 

1945 terpenuhi (Adams, 1982 : 424)  

  

       B. Pengikisan Pengaruh Partai Masyumi  

Bagi sebagian partai-partai politik keluarnya dekrit ini merupakan 

mimpi buruk bagi masa depan demokrasi di Indonesia, apalagi mengingat 

ucapan Presiden Soekarno di tahun 1956 yang ingin menguburkan partai-

partai yang terlampau banyak, dengan kekuasaan yang sekarang  ini 

digenggam lebih luas. Ambisi Soekarno tersebut sewaktu-waktu dapat 

menjadi kenyataan. Banyak partai yang melakukan pembenahan diri 

dengan menunjukkan pelunakan sikap. Pada saat itu terdapat kurang lebih 
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empat puluh partai gurem yang tumbuh di Indonesia, sepuluh partai politik 

besar yaitu PNI, Partai NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katholik, Perti, 

Partai Murba, Partai Masyumi dan PSI yang tetap diperkenankan berdiri, 

tetapi semuanya wajib menyatakan dukungan hangat terhadap segala 

gagasan presiden dalam arti visi/misi/ide/gagasan yang mereka miliki 

harus sesuai dengan doktrin presiden (Karim, 1983 : 142).  

Sementara bagi Partai Masyumi walaupun -untuk sementara- 

diperkenankan hidup tetapi melihat dari catatan “dosa-dosa besarnya” 

pada Soekarno, dapat dikatakan bahwa Partai Masyumi hanya tinggal 

menunggu waktu untuk disingkirkan. Salah satu “dosanya” yang terakhir 

adalah ketika Presiden Soekarno mengutarakan keinginannya untuk 

kembali ke UUD 1945, sejak awal Partai Masyumi adalah kelompok yang 

paling banyak melakukan upaya menghambatnya. Di dalam Majelis 

Konstituante Partai Masyumi adalah partai yang paling gencar membujuk 

Partai NU dan partai-partai Islam lainnya  untuk ikut menentang anjuran 

kembali ke UUD 1945, dan upaya itu selalu saja berhasil.  

Pasca Dekrit Presiden 1959, peta politik partai-partai Islam 

berubah, melihat dukungan masyarakat terhadap Demokrasi Terpimpin 

sudah begitu kuat, Partai NU dan partai-partai Islam lainnya lebih memilih 

mengamininya daripada melawannya (Soyomukti, 2010 : 142). Sementara 

Partai Masyumi masih kukuh pada pendiriannya untuk menjadi oposisi 

dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Bersandar pada peta politik 

Islam ini Ahmad Syafi`i Ma`arif melukiskan bahwa pasca Dekrit Presiden 
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1959 partai-partai Islam menempuh jalan bersibak dua yakni  secara garis 

besar ada dua kelompok partai Islam pada masa itu. Kelompok pertama, 

Masyumi yang memandang keikutsertaan dalam sistem Demokrasi 

Terpimpin sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Kelompok kedua, 

yakni Partai NU, PSII dan Perti yang menyebut dirinya Liga Muslimin, 

berpandangan bahwa turut serta dalam sistem Demokrasi Terpimpin 

adalah sikap realistis dan pragmatis (Ma`arif, 1996 : 51- 53). Sikap keras 

Partai Masyumi ini tidak lain adalah kelanjutan keputusan Muktamar 

Yogya pada tanggal 23-27 April 1959 yang menegaskan partai menolak 

ide berlakunya Demokrasi Terpimpin. Dalam Muktamar itu juga diadakan 

pemilihan Ketua Umum baru, dan Prawoto Mangkusasmito berhasil 

terpilih mengungguli Sukiman Wirdjosandjojo. Keterpilihan Prawoto 

Mangkusasmito adalah sebuah isyarat bahwa Partai Masyumi ke depannya 

bakal tetap berpendirian oposisi pada Soekarno karena Prawoto secara 

ideologi dan sikap segaris dengan Mohammad Natsir. Suksesi pemilihan 

Ketua Umum Partai Masyumi sendiri adalah perintah dari Mohammad 

Natsir, Ketua Umum lama, agar partai terselamatkan dari ekses sikap 

dirinya yang terjun ke PRRI/Permesta sebagai cara lain beroposisi dengan 

gerakan angkat senjata pada Soekarno. Namun untuk saran Natsir agar 

dirinya dinyatakan “dipecat” oleh partai, tidak mendapat dukungan dari 

anggota-anggota DPP sebab mereka tidak mau menunjukkan sikap kurang 

kesetiakawanan terhadap Natsir yang sudah menjadi figur kuat partai     

(IN, 1980 : 233-234). 
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Sebagai politikus, Prawoto Mangkusasmito jelas lebih muda 

daripada Sukiman Wirdjosandjojo dan boleh dikatakan sebagai salah 

seorang muridnya. Namun secara garis sikap politik, Prawoto bertolak 

belakang dengan seniornya. termasuk dalam menanggapi PRRI. Sebagai 

Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito menegaskan bahwa Partai 

Masyumi tidak terlibat langsung  dalam mensponsori PRRI, dan patuh 

pada statement partai No.1130/Sek.PP/1/M.VII/58 yang  melarang 

anggotanya memberikan bantuan fisik maupun moril kepada PRRI (Lihat 

lampiran 7) Namun kenyataannya banyak diantara anggota Partai 

Masyumi yang memberikan simpati pada PRRI, dan Prawoto 

Mangkusasmito membiarkannya.  

Tokoh Pengurus Besar Partai Masyumi Kasman Singodimedjo  

adalah salah satu tokoh yang menyuarakan simpati pada PRRI.  Dia  

ditahan di Magelang oleh militer setempat dikarenakan Kasman 

Singodimedjo dituduh telah mengucapkan kata-kata yang sifatnya 

mendukung PRRI dalam satu satu pidatonya di muka rapat umum Partai 

Masyumi di Magelang. Kasman Singodimedjo diperkarakan hingga ke 

Kejaksaan Agung atas tuduhan itu (Harian Suara Merdeka edisi 14 

Agustus 1959).  

Pada tanggal 9 Juli 1959 diumumkan susunan kabinet baru yaitu 

Kabinet Kerja dimana Soekarno memegang pucuk pimpinannya sebagai 

Perdana Menteri. Banyak diantaranya golongan fungsional dan perwira 

angkatan bersenjata diangkat mengisi beberapa posisi menteri di kabinet. 
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Orang-orang partai keterwakilannya sedikit  termasuk tidak ada satu pun 

anggota Partai Masyumi, PSI dan PKI. Partai Masyumi dan PSI jelas tidak 

akan mendapat kursi di pemerintahan karena kedua partai ini selalu 

menampakkan sikap permusuhan pada Soekarno.  

Tokoh-tokoh PKI memang  tidak ada yang duduk di dalam kabinet, 

tetapi beberapa orang menteri dianggap sebagai simpatisan komunis 

(Ricklefs, 2005 : 403). Langkah ini adalah strategi Soekarno 

mengkamuflasekan unsur komunis masuk ke dalam kabinet yakni dengan 

tidak menarik komunis sebagai sebuah institusi namun cukup 

simpatisannya saja. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah langkah ini 

diambil agar kekuatan partai-partai Islam, kecuali Partai Masyumi, mau 

menerima duduk di kabinet baru.  

Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan lahirnya Kabinet Kerja 

bagi militer sianggap sebagai suatu kemenangan negara dan rakyat 

Indonesia (Harian Suara Merdeka edisi 16 Juli 1959). Walaupun mereka 

menyadari dominasi PKI pada pemerintahan Demokrasi Terpimpin tinggal 

menunggu waktu, dan posisi militer tidak kalah kuat, dalam hal ini 

Angkatan Darat siap mengimbangi kekuatan politik PKI melalui 

kewenangan dan pengaruh-pengaruhnya yang cukup luas setelah berjasa 

menjadi backing presiden dalam pengeluaran dekrit. .         

Masih di bulan Juli, lembaga-lembaga Demokrasi Terpimpin 

lainnya segera diumumkan, Dewan Nasional dibubarkan dan dibentuklah 

Dewan Pertimbangan Agung, seperti halnya suatu lembaga baru yang 
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disebut Dewan Perancang Nasional. Partai Masyumi beserta PSI tidak 

terwakili di dalam lembaga-lembaga tersebut, sementara PNI, Partai NU, 

PKI dan partai-partai lainnya terwakili di dalam kedua lembaga itu 

(Harian Suara Merdeka edisi 30 Juli 1959).  

Dalam hal pengaturan sistem kepartaian, Presiden Soekarno 

mengeluarkan Penpres No.7/1959. Penpres ini lebih mengarah pada 

langkah untuk menyingkirkan Partai Masyumi. Hal itu bersinyalir pada 

pasal 9 yang menyebutkan bahwa Presiden setelah mendengar pendapat 

Mahkamah Agung dapat melarang atau membubarkan partai yang sedang 

melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta 

dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan 

sedangkan partai tidak resmi menyalahkan perbuatan-perbuatan anggota-

anggotanya (Lihat lampiran 2). Dikeluarkannya Penpres ini merupakan 

semacam bom waktu bagi Partai Masyumi, karena setelah sebelumnya  

tidak dilibatkan di dalam Kabinet Kerja, DPA dan Dewan Perancang 

Nasional, sekarang ini ditambah  eksistensi Partai Masyumi di gelanggang 

politik nasional terancam.       

Dari permulaannya, sistem Demokrasi Terpimpin condong pada 

langkah-langkah pengabaian aturan konstitusi yang ditujukan untuk 

pembentukan oligarki kekuasaan sekaligus penegasan penyingkiran musuh 

politik.  Miriam Budiardjo (1989 : 71) menggambarkan kondisi politik  

Demokrasi Terpimpin itu dengan ciri bahwa periode ini ialah dominasi 

presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh 
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komunis dan meluasnya peranan militer sebagai unsur sosial politik  

Dengan digulirkannya Demokrasi Terpimpin, terjadilah suatu perubahan 

dalam sistem politik Indonesia. Indonesia telah jatuh ke sistem kekuasaan 

otoriter sebab dalam sistem Demokrasi Terpimpin keputusan-keputusan 

politik terakhir ada pada tangan Soekarno sebagai pemimpin pengendali 

demokrasi, dan dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan 

suara bulat, tidak memakai pemungutan suara karena hal itu dianggap oleh 

Soekarno tidak dikenal dalam kebudayaan Indonesia. (Sjamsuddin (ed), 

Isbodroini Suyanto, 1988 : 81).  

Di sisi lain Soekarno menegaskan bahwa Demokrasi Terpimpin 

bukanlah adu suara dalam pemungutan suara, bukan “one man one vote”, 

bukan mayoritas lawan minoritas, bukan oposisi lawan yang berkuasa, 

bukan penguasa lawan oposisi, bukan pula medan pertempuran antar 

oposisi (Soyomukti, 2010 : 115) Dalam kesempatan lain Soekarno 

menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, 

tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator (Ma`arif, 1996 : 

53). Sementara dalam menjawab kerisauan publik bahwa dalam sistem 

Demokrasi Terpimpin Soekarno bakal tampil sebagai pemimpin diktator, 

Soekarno menyanggahnya :  

Saya tidak ingin menjadi diktator saudara dan saudari. Itu 

berlawanan dengan semangat saya. Saya adalah seorang 

demokrat. Saya benar-benar seorang demokrat. Tetapi, 

demokrasi saya bukanlah demokrasi liberal, yang ingin saya 

lihat di Indonesia kita ini adalah demokrasi terpimpin, 

demokrasi yang diarahkan, tetapi tetap demokrasi (Wardaya, 

2008 : 133)  
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Di mata Partai Masyumi sistem Demokrasi Terpimpin akan 

membawa malapetaka bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu gerak 

politik Soekarno mesti dilawan apapun akibatnya, sekalipun dengan sisa-

sisa tenaga yang tidak seimbang. Harapan Masyumi bahwa rakyat akan 

berpihak kepada demokrasi, tidak kepada sistem otoriter, ternyata sia-sia. 

Sebab rakyat terlanjur silau pada nama besar Soekarno dan terkesan 

mengkultuskannya sebagai satu-satunya orang yang mampu mengatasi 

keadaan bangsa yang terpuruk (Ma`arif, 1996 : 54) 

Sementara keterkaitan Demokrasi Terpimpin dengan kelanjutan 

cita-cita Revolusi Indonesia, seperti yang Soekarno sering dengungkan 

bahwa revolusi Indonesia belum selesai, Soekarno mengatakan :    

Revolusi memerlukan kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan 

akan terjadi panik dan ketakutan. Oleh karena kami masih 

dalam taraf revolusi ekonomi, aku tidak mengizinkan kritik-

kritik yang merusak tentang kepemimpinanku, begitupun aku 

tidak mengizinkan kemerdekaan pers. Indonesia masih terlalu 

muda untuk membiarkan pendapat-pendapat yang akan 

membikin bingung masyarakat (Adams, 1982 : 424)     

 

Petikan perkataan di atas mensiratkan bahwa pemerintahan Demokrasi 

Terpimpin tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap 

segala usaha yang akan menggerogoti kewibawaan kepemimpinannya. 

Bersandar pada dalih bahwa Indonesia sedang dalam revolusi, hal ini 

dijadikan senjata bagi Soekarno untuk meredam kehadiran kritik. Hal itu 

tercermin pada sikap pemerintah yang mengharuskan semua redaksi surat 

kabar berjanji setia dan mendukung pada ideologi negara, revolusi dan 

pemerintahan Demokrasi Terpimpin dalam setiap materi pemberitaannya. 



 

 
 

63 

Namun beberapa terbitan berkala yang berafiliasi pada Masyumi seperti 

majalah Hikmah dan harian Abadi yang menunjukkan sikap tidak mau 

tunduk pada aturan otoriter dan tetap vokal mengkritik pemerintah. 

Akhirnya menuai konsekuensi surat kabar dan majalah mereka dicabut hak 

izin terbitnya untuk selamanya (Soyomukti, 2010 : 166).  

Era Demokrasi Terpimpin pada hakikatnya adalah era yang 

menandai bangkitnya kembali semangat revolusioner. Demokrasi 

Terpimpin bertujuan menguatkan kepemimpinan nasional agar unsur-

unsur dinamis dari revolusi dapat tertata secara ketat dan tidak mudah 

dipecah belah oleh imprealisme kapitalisme. Cita-citanya adalah 

Sosialisme Indonesia, sedangkan metodenya adalah revolusi. Itulah yang 

disebut Soekarno sebagai “dunia baru” (Soyomukti, 2010 : 149). Di 

bawah ini adalah ucapan Soekarno yang menguraikan cita-cita Sosialisme 

Indonesia :  

Sosialisme kita tidak mengandung konsep-konsep materialisme 

ekstrem karena Indonesia utamanya adalah bangsa yang takut 

akan Tuhan dan mencintaiNya. Sosialisme kita adalah sebuah 

campuran. Kita menarik kesetaraan politik dari Deklarasi 

Kemerdekaan Amerika. Kita menarik kesetaraan spiritual dari 

Islam dan Kristen. Kita menarik kesetaraan ilmiah dari Marx. 

Pada campuran-campuran inilah kita lalu menambahkan satu 

identitas nasional : Marhaenisme. Kemudian kita 

memadatkannya dalam gotong royong, yang merupakan 

semangat essensi dari bekerja bersama-sama. Campurkanlah 

semua itu maka hasilnya adalah Sosialisme Insonesia 

(Mortimer, 2001 : 92)  

 

Jargon-jargon yang berkaitan dengan semangat, arah haluan dan 

masa depan Revolusi Indonesia disemaikan luas di masyarakat. Jargon 

Manipol USDEK yang merupakan akronim dari Manifestasi Politik, 
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Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi 

Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia diperkenalkan 

Soekarno melalui pidato kenegaraan 17 Agustus 1959 yang dikenal 

dengan judul pidato “Penemuan Kembali Revolusi Kita” (Harian Suara 

Merdeka edisi  18 Agustus dan 19 Agustus 1959).  

Manipol USDEK menyedot perhatian masyarakat banyak. Para 

pendukungnya meluas bukan hanya rakyat jelata yang diorganisasi oleh 

partai politik seperti PNI dan PKI, melainkan banyak juga diterima oleh 

para pegawai pemerintahan. Artinya doktrin ini diterima sebagai pedoman 

dalam menjalankan roda pemerintahan (Soyomukti, 2010 : 117) Ketua 

DPAS Roeslan Abdulgani, orang dibalik penyusunan logika Revolusi 

Indonesia, kemudian merumuskan Manipol USDEK menjadi Garis Besar 

Haluan Negara yang berfungsi memberikan tugas-tugas patriotisme rakyat 

yang diarahkan pada pembangunan nasional dan outputnya diarahkan 

menjadi lawan dari kekuatan imprealis kapitalisme. 

Berbicara tentang perlawanan terhadap imprealisme kapitalisme, 

PKI secara cerdik memainkan isu populis ini untuk mengarahkannya pada 

musuh-musuh politiknya di dalam negeri. Partai Masyumi, rival politik 

terkuat PKI, yang tengah tersandung masalah PRRI santer dijadikan objek 

refresentative wujud dari agen imprealis kapitalis. Pengaruh agitasi politik 

PKI ini cukup kuat, salah satunya mempengaruhi banyak sikap politik 

Soekarno terhadap Partai Masyumi yang di awal-awal Demokrasi 

Terpimpin  lebih refresif.        
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C. Pengaruh PKI Terhadap Soekarno : Faktor Lain Di Balik 

Penyudutan Partai Masyumi 

Seperti apa yang dikemukakan oleh ahli politik Miriam Budiardjo 

bahwa masa Demokrasi Terpimpin itu ditandai dengan meluasnya 

pengaruh PKI di segala lapisan masyarakat dan pemerintahan (Budiardjo, 

1989 : 71).  Hal itu semua tidak lepas dari peran  Soekarno yang 

memberikan kemudahan-kemudahan pada PKI untuk mengekspresikan 

segala aktivitas politiknya,  di saat partai-partai politik lainnya tengah 

mengalami masa “pengkebirian”, sehingga kesan bahwa masa Demokrasi 

Terpimpin PKI di anak emaskan oleh Soekarno sangat tinggi .         

Ada analisis lain mengenai kedekatan Soekarno dengan PKI yang 

menyatakan bahwa Soekarno bukanlah seorang komunis, tetapi yang lebih 

tepat adalah bahwa ia bergantung pada PKI di dalam usaha 

mempertahankan posisinya menghadapi militer yang muncul sebagai 

kekuatan politik yang setara . Ada tiga faktor yang berperan mengapa 

Soekarno menggandeng PKI, pertama, berdasarkan hasil pemilu 1955 PKI 

merupakan partai terbesar yang mendapatkan kursi-kursi di daerah-daerah 

Jawa, kedua, PKI mempunyai kelengkapan keorganisasian yang paling 

luas dan cermat di kalangan penduduk pedesaan dan kelas bawah 

perkotaan, ketiga, PKI paling mampu mengerahkan massanya ke rapat-

rapat umum tempat Soekarno berbicara (Soyomukti, 2010 : 145-146) 

Di samping itu secara personal antara Soekarno dan PKI 

mempunyai keterikatan ideologis yang sama, berangkat dari fakta bahwa 
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Soekarno juga sangat dipengaruhi oleh Marxisme  Bahkan Soekarno di 

berbagai kesempatan berkali-kali mengatakan bahwa ia seorang Marxis, 

terhadap ajarannya sendiri (Marhaenis) Soekarno berkali-kali mengatakan: 

Bahwa orang tidak akan mengerti Marhaenisme, jikalau ia 

tidak mempelajari dan mengerti Marxisme (Abdulgani, 1965 : 

37). 

 

Dus, orang yang menamakan dirinya Marhaenis, tetapi tidak 

menjalankan Marxisme di Indonesia, apakah dia Marhaenis 

atau tidak ? Saya bilang tidak ! Orang yang demikian itu 

Marhaenis gadungan! (Notosusanto, 1985 : 7). 

 

Pemahaman di atas  bahwa Marxisme adalah alat perlawanan dan 

sekaligus ideologi yang sesuai dengan pribadi Soekarno. Maka ia tak 

memandang komunis sebagai musuh atau ancaman yang harus 

disingkirkan sebagaimana tokoh-tokoh lain memandang komunisme dan 

PKI. Bahkan Soekarno selalu berusaha membela PKI, salah satunya  

meminta tentara agar menurunkan pembatasan dan pengawasan terhadap 

kegiatan-kegiatan PKI (Soyomukti, 2010 : 147) 

Kesempatan merajut hubungan mesra dengan presiden ini, 

dimanfaatkan oleh PKI untuk memukul rival-rival politiknya yang selama 

ini sering  menjegalnya dan membuat partai orangnya komunis ini selalu 

terisolasi di parlemen dan pemerintahan.  Rival politik terbesar  PKI tidak 

lain adalah Partai Masyumi, partai Islam yang paling kukuh menunjukkan 

sikap tidak kooperatif terhadap PKI dan paling gigih dalam membendung 

pengaruh komunis di Indonesia. Memanfaatkan peta politik terbalik, PKI 

yang tengah dalam rangkulan presiden dan di sisi lain hubungan Partai 

Masyumi dengan Soekarno tengah mencapai titik terburuk, adalah 
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kesempatan emas bagi PKI untuk mengejewantahkan kebencian dan 

dendamnya pada partai terbesar kedua ini. Namun sebelumnya perlu 

diuraikan terlebih dahulu akar permusuhan antara PKI dengan Partai 

Masyumi.  

Secara ideologi antara Partai Masyumi dan PKI memang 

menunjukkan pertentangan yang sangat fundamental. Partai Masyumi 

adalah partai agama dengan menempatkan Islam sebagai ideologi dan 

junjungannya, sementara PKI berpijak pada ideologi Marxisme Leninisme 

di mana dalam kedua doktrin tersebut  menempatkan agama sebagai 

barang haram bagi manusia  (Mortimer, 2011 : 37). Walaupun tidak 

pernah jelas apakah orang-orang komunis di Indonesia secara sisi  

kereligiusannya benar-benar memproklamirkan dirinya sebagai atheis 

sebagaimana murninya ajaran Marx, tanpa meninjau dahulu sisi 

religiusitas orang-orang komunis Indonesia Partai Masyumi tetap 

menuduh PKI sebagai partai anti agama. Namun pertentangan ini baru 

sebatas pergulatan permusuhan di ranah ideologi yang tidak kasat mata. 

Permusuhan yang nyata baru muncul ke permukaan di tahun 1948, yakni 

ketika sejumlah “kaum kiri” meletuskan gejolak di Madiun.                

Menanggapi Peristiwa Madiun, Partai Masyumi mengutuk keras 

peristiwa tersebut dan menuduh kaum komunis sebagai pemberontak dan 

pengkhianat terhadap bangsa dan negara. Sejak peristiwa itu Partai 

Masyumi mengarahkan sikapnya yang sangat rigrid terhadap PKI dengan 

menegaskan bahwa bekerjasama dengan kaum anti Tuhan, anti agama dan 
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anti demokrasi tidak boleh dilakukan untuk selama-lamanya (Samsuri, 

2004 : 4). 

Sementara di sisi lain melalui statementnya di tahun 1955 atau 

delapan tahun pasca konflik berdarah di Madiun,  DN Aidit menyanggah 

Persitiwa Madiun sebagai bentuk subversive PKI terhadap negara dan 

balik menuduh bahwa Peristiwa Madiun adalah bagian dari provokasi  

politik Partai Masyumi yang bertujuan ingin menghabisi kaum komunis, 

yaitu lewat pancingan mengarahkan PKI pada konflik berdarah dan setelah 

itu di reaksi dengan pengejaran dan pembunuhan anggota dan 

simpatisannya. DN Aidit menjelaskan juga bahwa kesempatan Partai 

Masyumi untuk melakukan hal tersebut sangat terbuka lebar, karena pada 

waktu itu Partai Masyumi sedang menguasai kabinet dengan Hatta sebagai 

Perdana Menteri, dan dua tokoh Partai Masyumi yakni Mohammad Natsir 

dan Sukiman Wirdjosandjojo menjadi kaki tangannya yang paling 

berpengaruh (Aidit, 2005 : 152).  

PKI pun percaya bahwa Peristiwa Madiun adalah pesanan Amerika 

Serikat pada Kabinet Hatta untuk membasmi orang-orang komunis di 

Indonesia, dengan imbalan Amerika sebagai negara yang duduk di Komite 

Jasa Baik akan mendesak Belanda secepatnya mengakui kedaulatan 

Indonesia. Mitos adanya pertemuan Sarangan antara pihak Indonesia yang 

diwakili Presiden Soekarno, Perdana Menteri Hatta, Menteri Penerangan 

Mohammad Natsir, Menteri Dalam Negeri Sukiman Wirdjosandjojo, 

Mohammad Roem, Kepala Kepolisian Soekanto dengan pihak Amerika 
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Serikat yang diwakili Duta Besar Merle Cochran dan penasihat Presiden 

Harry Truman, Gerard Hopkin  dalam membicarakan deal pembasmian 

komunis di Indonesia pun tidak luput dari alasan mengapa PKI membenci 

Partai Masyumi. Dalam pertemuan tersebut orang-orang PKI meyakini 

bahwa Soekarno hanya bersikap diam sementara Hatta dan tiga orang 

Partai Masyumi lebih banyak bicara dan menyatakan setuju dengan 

tawaran Amerika Serikat ( Tim Liputan Khusus Musso, 2011 : 59-61).  

Walaupun Peristiwa Madiun tidak menyebabkan pemerintah 

mengganjar PKI sebagai partai terlarang, meski sebenarnya Partai 

Masyumi mengharapkan sanksi lebih berat yang ditimpakan pada PKI, 

namun setidaknya pembekuan PKI selama setahun setengah (1949-50) 

dapat menjadi sanksi sosial politik di depan masyarakat untuk bersikap 

antipati terhadap PKI dan ajaran komunis. Berharap apabila persepsi itu 

sudah menyebar ke dalam benak semua lapisan masyarakat, maka PKI 

walaupun nanti hidup kemabali bakal sepi peminat dan lambat laun akan 

mati dengan sendirinya.                          

Sekembalinya ke gelanggang politik nasional di pertengahan tahun 

1950, Partai Masyumi tetap menunjukkan sikap antipati dan perlawanan 

frontal terhadap PKI.  Terlebih ketika PKI kembali tersandung masalah 

sebagai dalang aksi pemogokkan buruh di sarana-sarana vital seperti 

pabrik, perkebunan dan pelabuhan. Kabinet Sukiman Wirdjosandjojo yang 

pada waktu itu memerintah segera melakukan beragam upaya agar aksi-

aksi pemogokan tidak semakin meluas. Pada 15 Agustus 1951 Perdana 
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Menteri Sukiman menggelar razia massal terhadap orang-orang komunis. 

Razia pertama menahan 16 anggota parlemen PKI, 6 orang pegawai tinggi 

kementerian perburuhan dan seorang editor surat kabar yang pro PKI 

ditangkap. Selama rentang bulan Agustus-November tak kurang dari 2000 

orang-orang PKI ditahan (Sd, 1996 : 31-32). Bagi PKI tindakan Perdana 

Menteri Sukiman Wirdjosandjojo ini adalah cerminan sikap dari partainya 

(Sukiman Wirdjosandjojo tokoh Partai Masyumi) yang terus menerus 

berusaha membendung pengaruh komunis, membenci, memusuhi dan 

ingin melenyapkan PKI.     

Permusuhan dengan PKI ditegaskan kembali dalam Muktamar ke 

VII Partai Masyumi di Surabaya yang diselenggarakan tanggal 3-7 

Desember 1954. Partai Masyumi mengeluarkan fatwa anti komunis yang 

isinya menyatakan bahwa komunisme menurut hukum Islam adalah kufur 

dan bagi orang yang menganut komunisme dengan pengertian, kesadaran 

dan meyakini kebenaran komunisme maka hukumnya kafir. Seseorang 

yang mengikuti komunisme atau organisasi komunis tanpa disertai 

pengetahuan, kesadaran dan keyakinan pada falsafah, ajaran, tujuan dan 

cara-cara perjuangan komunis, maka hukumnya sesat (Samsuri, 2004 : 25)       

DN Aidit juga mengecam para pemimpin Partai Masyumi, 

terutama Mohammad Natsir, yang dituduhnya sebagai penghambat 

terjadinya persatuan nasional. Hal itu didasari pada sikap pimpinan Partai 

Masyumi itu yang selalu  meletakkan strategi pembentukan kabinet pada 

pokok pikiran menggabungkan tenaga-tenaga non komunis dalam kabinet, 
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parlemen dan masyarakat serta mengisolir PKI serta crypto komunis dari 

kabinet (Aidit, 2005 : 206-207). Kecaman DN Aidit itu sebagai bentuk 

kegeraman PKI yang sepanjang demokrasi liberal digulirkan tidak pernah 

diikutsertakan duduk di kabinet, sebabnya adalah kuatnya posisi dan 

pengaruh Partai Masyumi dalam pembentukan setiap koalisi kabinet yang 

selalu melakukan bergaining kabinet bersih komunis. Bahkan ketika di 

tahun 1957 ketika Presiden Soekarno secara terang-terangan meminta agar 

dibentuk kabinet empat kaki di mana PKI dilibatkan duduk di dalamnya, 

mendapat penolakan keras dari Partai Masyumi.        

Ketika peta politik beralih pada Demokrasi Terpimpin PKI lebih 

leluasa lagi menampakkan sikap permusuhannya pada Partai Masyumi. 

Memanfaatkan kedekatannya dengan Soekarno, PKI mempengaruhi 

banyak sikap Soekarno dalam menghadapi Partai Masyumi.  Melalui 

pendekatan logika revolusi,  manipulasi isu keadaan dan juga istilah atau 

jargonnya. PKI berhasil membentuk citra negatif Partai Masyumi, atau 

lebih tepatnya “mengkompori” persitegangan Soekarno dengan Partai 

Masyumi .     

Jargon politik PKI tentang golongan “kepala batu” mempengaruhi 

logika revolusi Soekarno yang juga memakai istilah yang sama untuk 

menilai Partai Masyumi sebagai golongan “kepala batu” yang merintangi 

penyelesaian revolusi (Ma`arif, 1996 : 54). Istilah borjuis nasional dan 

borjuis pengkhianat dipopulerkan PKI kaitannya dalam kampanye 

perjuangan kelas sosial. PNI yang berbasis di antara kaum birokrat Jawa 
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dan bangsawan rendahan, dipersamakan dengan borjuis nasional 

kelompok yang ditoleran untuk diajak kerjasama. Kesan ini sengaja dibuat 

PKI karena PNI adalah kelompok elite yang menunjukkan tanda paling 

banyak untuk siap memasuki aliansi dengan PKI demi melawan partai 

pesaingnya. Sementara itu Partai Masyumi yang memang sangat kuat 

dengan bias kewirausahaan dikesankan sebagai borjuis pengkhianat yang 

dianggap musuh kelas kaum proletar buruh dan tani  (Mortimer, 2001 : 

66).  

Menurut teori PKI sikap permusuhannya pada Partai Masyumi 

adalah dalam rangka perlawanannya terhadap imprealisme dan feodalisme, 

dengan berdasar pada stigma bahwa Partai Masyumi sebagai pengikut 

setia kedua kekuatan tersebut. Karena musuh revolusi  Indonesia adalah 

imprealisme dan feodalisme, maka sikap keras mereka terhadap Partai 

Masyumi dianggap telah berada dalam track yang benar menurut logika 

revolusi (Ma`arif, 1996 : 158-159).    

   Sikap Partai Masyumi yang tidak terlalu gandrung dengan gebyar 

ide revolusinya Soekarno dan seakan tidak mempersoalkan Revolusi 

Indonesia sudah selesaikah atau tidak, menjadi alasan PKI untuk mencap 

Partai Masyumi sebagai kontra revolusi. Terlebih saat PRRI/Permesta 

mencuat ke permukaan dan tersinyalir adanya campur tangan Amerika 

Serikat yang menyokong gerakan tersebut (Ricklefs, 2005 : 398), PKI 

menghembuskan hasutan dengan menuduh Partai Masyumi sebagai agen 

imprealis yang bertugas untuk mengacak-acak persatuan nasional dan 
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kedaulatan negara bangsa. Pada dasarnya penghinaan yang paling besar 

menimpa Partai Masyumi, selain penghinaan dari pucuk pimpinan PKI 

yang menyebut Partai Masyumi sebagai agen imprealis, pengkhianat 

bangsa dan penipu rakyat (Mortimer, 2001 : 143).  

Intrik PKI dalam menyudutkan Partai Masyumi sebagaimana isu 

lainnya seperti antek CIA, komunisto phobi, anti Bung Karno, anti 

Manipol, kontra revolusi dan sebagainya. Semuanya itu merupakan bentuk 

agitasi PKI dalam menghasut kelompok satu dengan kelompok lainnya, 

dalam hal ini Partai Masyumi yang tengah dijadikan “bulan-bulanan” 

penyudutan, untuk mencari muka di depan Soekarno. Secara cerdik PKI 

memanfaatkan konsepsi Soekarno mengenai Nasakom, Manipol, 

Marhaenisme tanpa Soekarno sendiri menyadarinya (Sjamsuddin (ed) 

Valina Singka Subekti, 1988 : 164).  

Ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden 

No.7/1959 tentang pengaturan sistem kepartaian. Pasal yang mendapatkan 

sorotan adalah pasal 9 yang menyebutkan bahwa Presiden dapat 

membubarkan partai yang sedang memberontak. PKI menyambut baik 

butir pasal ini, sebab eksistensi Partai Masyumi sebagai rival politiknya 

berada di ujung tanduk. Terteranya tulisan “sedang memberontak” 

merupakan sikap implisit Soekarno untuk menyelamatkan PKI sebagai 

partai yang pernah memberontak untuk tidak turut dibubarkan karena 

Penpres ini.       
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Terkait wacana pembubaran partai yang sedang memberontak, 

lebih jauh lagi DN Aidit mengutarakan pendapat bahwa yang lebih penting 

adalah menghancurkan sumber kekuatan partai-partai ini, mengahncurkan 

basis sosialnya imprealisme dan feodalisme. Selama sumber-sumber ini 

tidak lagi terlihat, partai-partai yang sedang memberontak (baca : Partai 

Masyumi dan PSI)  akan bisa terus eksis, mungkin dengan nama berbeda, 

atau mungkin para komprador, tuan tanah dan agen-agen mereka selama 

ini akan bergabung dengan partai-partai lain yang legal, sehingga pada 

esensinya partai-partai yang ditumpangi itulah nantinya yang akan menjadi 

partai baru (Mortimer, 2001 : 143)   
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BAB IV 

PEMBUBARAN PARTAI MASYUMI  

 

B. Penpres: Alat Soekarno Untuk Melenyapkan Partai Masyumi 

Tindakan Soekarno yang tidak melibatkan sama sekali wakil-wakil 

Partai  Masyumi dalam badan-badan negara hasil bentukan rezim 

Demokrasi Terpimpin, tidak kemudian menyurutkan sikap Partai Masyumi 

untuk tetap vokal mengkritik atau beroposisi terhadap kepemimpinan 

Soekarno. Politik ideologi Nasakom yang sejak permulaan Demokrasi 

Terpimpin gencar dikampanyekan Soekarno, tidak luput dari serangan 

kritik dan penolakan dari Partai Masyumi. Partai Masyumi bersikukuh 

tidak mau menerima Nasakom, alasannya karena Nasakom tidak lain 

adalah cara-cara Soekarno untuk memaksakan masuknya komunisasi ke 

segala lapisan negara dan kehidupan bangsa. 

 Sikap keras Partai Masyumi terhadap rezim Demokrasi Terpimpin 

membuat Soekarno pada akhirnya berada pada suatu kesimpulan, bahwa 

langkah-langkah untuk menyingkirkan Partai Masyumi dari peta 

perpolitikan Indonesia harus segera disusun. Soekarno merasa perlu 

menggunakan cara-cara yang “legal konstitusi” dan sedikit campuran 

pembenaran dari “logika revolusi” untuk menyingkirkan partai tersebut, 

sebab biar bagaimanapun Partai Masyumi adalah partai Islam terbesar 

yang memiliki potensi kesensitifan apabila membubarkan partai tersebut 

dengan cara-cara yang tanpa memiliki payung konstitusi di atasnya.        
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Tepat di pengujung tahun yakni pada tanggal 31 Desember 1959, 

Presiden Soekarno menerbitkan Penpres No.7/1959 yang berisi aturan-

aturan terkait syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian (lihat lampiran 

2). Penetapan Presiden ini nampak sekilas hanya dialokasikan 

keperluannya untuk menganulir atau mencabut Maklumat Pemerintah 

tanggal 3 November 1945 mengenai anjuran pemerintah tentang 

pembentukan partai politik, tetapi hal tersebut merupakan politik standar 

ganda Soekarno untuk meloloskan maksud terselubung dari Penpres 

tersebut. Hal itu terdapat pada Bab IV Penpres yang berisi  regulasi 

pembubaran suatu partai, pada Bab IV Pasal 9 berbunyi bahwa Presiden 

sesudah mendengar Mahkamah Agung dapat melarang dan atau 

membubarkan partai yang:  

1. Bertentangan dengan azas dan tujuan negara 

2. Programnya bermaksud merombak azas dan tujuan negara 

3. Sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya 

turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas 

memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi 

menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya.  

4. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Penetapan 

Presiden itu. 

Soekarno ternyata berhasil meloloskan regulasi terkait permasalahan tata 

cara dan alasan untuk membubarkan suatu partai yang telah berdiri. Bab 

pengaturan pembubaran ini jelas dirancang Soekarno untuk dihadapkan 
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pada partai-partai yang menjadi lawan politiknya yaitu sebagai alat untuk 

membubarkan Partai Masyumi.   

Di sisi lain Soekarno juga membentuk suatu logika revolusi yang 

dipergunakannya untuk mengenyahkan eksistensi Partai Masyumi, yaitu 

dengan membenturkan sikap penolakan Partai Masyumi pada ide 

Nasakom terhadap hilangnya kesetiaan kepada azas dan tujuan negara, 

yakni Pancasila dan UUD 1945. Soekarno menyatakan :  

Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada 

Nasakom; siapa yang tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya 

tidak setuju kepada Pancasila! Sekarang saya tambah: Siapa 

setuju kepada UUD 1945 harus setuju kepada Nasakom, siapa 

tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada 

UUD 1945 (Ma`arif, 1996 :104)  

  

Partai Masyumi yang menyatakan sikap menolak terhadap ide Nasakom, 

dengan menggunakan logika Revolusi di atas secara tidak langsung diseret 

pada kriteria seperti yang ditetapkan pada Bab IX Pasal 9 dari Penpres 

No.7/1959 yaitu sikap yang bertentangan dengan azas dan tujuan negara.         

 Mengawali tahun 1960 konflik parlemen dengan Soekarno muncul 

ke permukaan, ketika itu parlemen menentang keras Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. 

Jusuf Wibisono, tokoh DPP Partai Masyumi, menjelaskan bahwa pemicu 

adalah bahwa pemerintah pada waktu itu berpendirian kalau pengeluaran-

pengeluaran yang telah disusun dalam RAPBN yaitu penerimaan yang 

direncanakan sama besarnya dengan pengeluaran yakni sebesar 44 milyar 

rupiah, dan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan penerimaan akan 

diambil melalui langkah menaikkan pajak. Sebaliknya fraksi-fraksi dalam 
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parlemen mayoritas berpendapat bahwa pengeluaran-pengeluaran negara 

harus disesuaikan dengan membatasinya sekitar 36 sampai 38 milyar 

rupiah dengan tidak mengadakan pajak-pajak yang terlalu memberatkan 

(IN, 1980 : 237) 

  Partai Masyumi dan PSI berperan sebagai provokator pemboikotan 

RAPBN itu. Kedua sikap partai ini lebih menonjolkan sikap subjektivitas 

permusuhan terhadap Soekarno yaitu dengan menempuh segala langkah 

melawan apapun yang pemerintah kehendaki. Parlemen merupakan satu-

satunya wadah yang tersisa untuk kedua partai ini menjegal kepemimpinan 

Demokrasi Terpimpin, sebab di luar itu mereka tidak diberikan peran apa 

pun. Komposisi Nasakom lebih ditekankan pada wajah pembangunan 

pemerintahan Demokrasi Terpimpin, dan jelas nasib kedua partai ini yang 

anti Nasakom tidak mendapat peran.     

Soekarno tidak kehilangan akal untuk meluluskan segala 

maksudnya. Dia sadar bahwa aktor utama dari pembangkangan parlemen 

ini adalah Partai Masyumi dan PSI. Dengan pertimbangan bahwa selama 

komposisi parlemen tidak disterilkan dari unsur-unsur oposisi atau dalam 

istilah lain tidak di Nasakomisasi, maka selama itu pula kebijakan-

kebijakan pemerintah akan diganjal. Maka atas pertimbangan itu pula lah 

sikap yang ditempuh Soekarno dalam meluluskan kehendaknya untuk 

mensahkan RAPBN dengan menempuh cara yang kasar yakni  

membubarkan parlemen dari hasil Pemilu 1955 tersebut (Soyomukti, 2010 

: 159).   
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Pada 5 Maret 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres 

No.3/1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilihan umum 1955. Alasan 

presiden membubarkan lembaga pemerintahan tersebut atas dasar bahwa 

DPR hasil pemilihan umum 1955 tidak memenuhi harapan untuk saling 

membantu pemerintah, tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945, 

Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 

17 Agustus 1945. Hal itu karena susunan  DPR yang sekarang ini hasil 

dari UUDS 1950 (Lihat lampiran 3).  

Memanfaatkan superpower yang dimilikinya, Soekarno merasa 

tidak ada yang tidak bisa melawan pemerintahannya, termasuk mengambil 

langkah berani membubarkan parlemen yang pada kenyataanya hanya 

untuk menyingkirkan Partai Masyumi dari parlemen (Ricklefs, 1989 : 

405). Sebuah harga mahal yang dibayar oleh Soekarno demi 

menyingkirkan musuh politik dengan cara membubarkan lembaga Negara 

yang dibentuk oleh mekanisme demokratis. Jelas sekali tindakan Soekarno 

tersebut blunder dari kewenangannya sebagai presiden, dan itu termasuk 

ke dalam tindakan yang inkonstitusional, tetapi dalam situasi yang 

revolusioner sia-sia orang berbicara tentang konstitusional, sebab pada 

waktu itu  Soekarno telah berada di atas konstitusi (Ma`arif, 1995 : 58) 

Pada tanggal 24 Juni 1960 Presiden Soekarno menerbitkan Penpres 

No.4/1960 yang menetapkan susunan DPR GR. DPR GR  yang  terdiri 

atas wakil-wakil dari golongan-golongan politik dan golongan-golongan 

karya (fungsional) dan seorang wakil Irian Barat, yang menyetujui UUD 
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1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi 

Terpimpin dan Kepribadian sendiri serta bersedia turut serta melaksanakan 

Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959. Jelas 

sekali bahwa kriteria-kriteria tersebut disesuaikan dengan ketentuan 

keinginan Soekarno, begitupula ketika Soekarno menentukan orang-orang 

yang sesuai dengan kriteria tersebut dan cocok untuk didudukkan di 

parlemen. Semuanya itu tentu saja dapat dengan leluasa diwujudkan, 

sebagai presiden yang memiliki kekuasaan totaliter ia melakukan 

penetapan susunan anggota DPR GR sendiri. Hal itu eksplisit tercermin 

dari kebijakan pemerintahannya yang menetapkan anggota-anggota DPR 

GR diangkat dan diberhentikan oleh presiden, Ketua dan Wakil Ketua 

DPR GR diangkat dan diberhentikan Presiden, Peraturan Tata tertib DPR 

GR ditetapkan dengan Peraturan Presiden, kedudukan dan kedudukan 

keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR GR diatur dengan 

Peraturan Presiden (Lihat lampiran 5). 

Tabel 4.1 

Perbandingan partai-partai dan perwakilan di parlemen :  

Maret 1951, Agustus 1956, Juli 1960. 

Partai, Perserikatan, Golongan 

Fungsional   

Maret  

1951 

Agustus 

1956 

Juli  

1960 

Partai Masyumi 49 57 - 

PNI 36 57 44 

PSI 17 5 - 
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PIR 17 2 - 

PKI 13 32 30 

Fraksi Demokrat 13 - - 

PRN 10 2 - 

Partai Katholik 9 7 5 

Parindra 8 - - 

Partai Buruh 7 2 - 

PSII 5 8 5 

Parkindo 5 8 6 

Partai Murba 4 2 1 

Partai NU - 45 36 

Perti - 4 2 

IPKI - 4 - 

Angkatan Darat (golongan 

fungsional) 

- - 15 

Angkatan Laut (golongan fungsional)  - - 7 

Angkatan Udara (golongan 

fungsional) 

- - 7 

Polisi  - - 5 

Buruh - - 26 

Tani - - 25 

Kerohanian - - 24 
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Pemuda - - 8 

Wanita - - 9 

Cendekiawan dan Pendidik - - 5 

Tidak punya golongan - - 26 

Lain-lain 13 25 23 

JUMLAH  232 260 283 

( Soyomukti, 2010 : 160) 

Kenyataannya Soekarno mengangkat orang-orang yang 

menurutnya dapat dikendalikan, dijinakkan dan patuh pada setiap titah 

sang presiden. Kondisi DPR GR tidak ubahnya sebagai lembaga “yes 

men”  bukan lagi sebagai lembaga pemerintahan yang demokratis dan 

peranan parlemen sebagai fungsi kontrol pemerintahan ditiadakan yang 

lebih ditonjolkan peranannya sebagai pelulus keinginan Soekarno. 

Adanya jeda waktu dua bulan dari dibubarkannya DPR hasil 

pemilu 1955 ke DPR GR, adalah digunakan untuk menentukan komposisi 

yang tepat dalam parlemen yang baru itu. Soekarno membutuhkan 

kesepakatan dengan unsur-unsur politik Nasakom tentang pernyataan 

kesetiannya pada Demokrasi Terpimpin.     Hasilnya komposisi parlemen 

DPR GR di atas merupakan hasil Pertemuan Tampaksiring. Pada 

pertemuan itu hadir Soekarno, Ali Sastroamidjojo, Idham Chalid dan DN 

Aidit. Ketiga tokoh partai itu dinilai Soekarno telah mewakili politik aliran 

yang ia inginkan Ali Sastroamidjojo dari PNI mewakili golongan 

nasionalis, Idham Chalid dari Partai NU mewakili golongan agama dan 
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DN Aidit dari PKI mewakili PKI.   Di sana mereka setuju me-

Nasakomsasi parlemen. Waktu itu Partai Masyumi dan PSI belum 

dibubarkan. Tapi kedua partai tersebut akhirnya disepakati untuk tidak 

dimasukkan ke dalam DPR GR. Ini persetujuan antara Ali Sastroamidjojo, 

Idham Chalid, DN Aidit dan Soekarno.  

Sementara kaitannya dengan sikap Soekarno terhadap Partai 

Masyumi dan pembentukan DPR GR, ada upaya Soekarno untuk 

memecah belah pemimpin-pemimpin Partai Masyumi. Sukiman 

Wirdjosandjojo dan Jusuf Wibisono, sewaktu keanggotaan DPR GR 

diumumkan pada 1 April 1960, mereka adalah tokoh Partai Masyumi yang 

ikut dicantumkan. Sukiman Wirdosandjojo dan Jusuf Wibisono adalah 

tokoh-tokoh yang anti PKI seperti tokoh-tokoh Partai Masyumi lainnya, 

tetapi keduanya tidak menunjukkan anti Soekarno sebagaimana kelompok 

Natsir-Sjafruddin-Prawoto.  

Sukiman Wirdosandjojo menjabat Wakil Ketua I Partai Masyumi, 

diangkat Soekarno sebagai anggota DPR GR tanpa diajak berunding 

terlebih dahulu dan dikatakan mewakili kaum cendekiawan  Namun sekali 

pun secara personal agak dekat dengan Soekarno, Sukiman 

Wirdjosandjojo ternyata menolak pengangkatannya. Alasan Sukiman 

menolak pengangkatan dirinya sebagai anggota DPR GR adalah demi 

mempertahankan integritas pribadi sebagai pemimpin umat. Ungkapannya 

tentang “ketidakperwiraan dan kerendahan budi” yang bakal melekat pada 

dirinya seandainya menerima pengangkatan, sementara partainya 



 

 
 

84 

dikucilkan. Sukiman Wirdjosandjojo ternyata tetap memegang teguh etika 

politiknya Bertolak belakang dengan Jusuf Wibisono yang menerima 

pengangkatannya sebagai anggota DPR GR mewakili kaum buruh. Bagi 

Jusuf Wibisono komposisi DPR GR tidak berbahaya pada Islam. 

Tampaknya beban psikologis Jusuf Wibisono jauh lebih ringan ketimbang 

Sukiman Wirdosandjojo, karena ia belum pernah menjabat sebagai Ketua 

Umum sebagaimana Sukiman sebelum digantikan Natsir (Ma`arif, 1995 : 

64- 66)  

 

B. Liga Demokrasi : Perlawanan Terakhir Partai Masyumi  

Langkah Presiden Soekarno membubarkan parlemen hasil Pemilu 

1955 merupakan tendangan kematian demokrasi di Indonesia. Langkah ini 

juga menimbulkan kecemasan di kalangan partai-partai, yakni timbulnya 

kekhawatiran bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI sebagai penopang 

kepemimpinan Soekarno ditakutkan pada akhirnya akan menjatuhkan 

negara  pada kepemimpinan pemerintahan komunis. Partai-partai yang 

menentang langkah Soekarno membubarkan parlemen ini seperti Partai 

Masyumi, PSI, IPKI, Partai Katholik, Parkindo dan dua tokoh Partai NU 

yakni Dachlan dan Imron sepakat mendeklarasikan Liga Demokrasi pada 

24 Maret 1960. Kemudian organisasi ini langsung menyatakan sikap 

beroposisinya terhadap pemerintahan Demokrasi Terpimpin serta 

menyerukan bahaya komunis di dalam pemerintahan dan politik Soekarno 

(Soyomukti, 2010 : 158)  
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Liga Demokrasi tidak lain adalah badan perlawanan terhadap 

sistem otoriter Soekarno (Ma`arif, 1985 : 61) yang dibentuk dengan 

mengemban dua tujuan. Pertama, sebagai kekuatan penekan 

kepemimpinan Soekarno dengan menuntut pemulihan dan penegakkan 

demokrasi. Kedua, sebagai kekuatan untuk membendung meluasnya 

pengaruh PKI. Dalam gerak langkah perjuangannya, Liga Demokrasi 

melayangkan berbagai banyak tuntutan dan protes terhadap pemerintah 

(http://ensiklopedia.blogspot.com/2009/01/liga-demokrasi.html) Salah 

satunya adalah pada akhir Maret 1960, Liga tersebut mengeluarkan satu 

pernyataan yang antara lain menyebutkan supaya dibentuk parlemen yang 

demokratis dan konstitusional. Oleh sebab itu rencana pemerintah untuk 

membentuk DPR-GR harus ditangguhkan. Adapun sebagai alasannya 

seperti yang dikemukakan Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened 

Poesponegoro dalam Sejarah Nasional Indonesia VI (1993, 422-423) 

antara lain : 

1. Perubahan perimbangan perwakilan golongan-golongan dalam DPR-

GR, memperkuat pengaruh dan kedudukan suatu golongan tertentu. 

2. DPR yang demikian pada hakekatnya adalah DPR yang hanya akan 

meng-iya-kan saja, sehingga tidak dapat menjadi soko guru negara 

hukum dan demokrasi yang sehat. 

3. Pembaharuan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang 

dipersiapkan itu adalah bertentangan dengan azas-azas demokrasi yang 

dijamin oleh undang-undang 
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Kehadiran Liga Demokrasi memperoleh sambutan hangat dari 

banyak pihak, terbukti dalam waktu yang relatif singkat organisasi ini 

berhasil meluaskan pengaruhnya dengan membentuk sejumlah cabang di 

beberapa daerah antara lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bogor dan 

Makassar. Bahkan beberapa pimpinan Pimpinan Partai NU dan PNI di 

daerah juga ada yang bergabung di dalamnya. Hatta yang selama dua 

tahun absen dalam dunia politik dan lebih suka berdiam diri muncul 

memberikan dukungan (Soyomukti, 2010 : 159)  

Liga Demokrasi pada hakikatnya adalah Liga Anti Komunis. Pada 

mulanya militer memberikan dukungan terbatas pada Liga Demokrasi. Hal 

ini terbukti dari kenyataan bahwa militer berdiri di belakang IPKI, yang 

merupakan salah satu organisasi pendiri Liga Demokrasi. Bahkan militer 

seakan memberi jaminan terhadap aktivitasnya, sehingga untuk sementara 

waktu membiarkan Liga Demokrasi berkembang karena hendak 

memanfaatkannya untuk membendung perluasan pengaruh PKI di dalam 

pemerintahan Demokrasi Terpimpin 

(http://ensiklopedia.blogspot.com/2009/01/liga-demokrasi.html).  

AH Nasution dan Sukendro adalah dua perwira Angkatan Darat 

yang secara diam-diam menyokong hadirnya Liga Demokrasi dalam 

rangka menghadapi PKI. Alasannya Angkatan Darat melihat dari 283 

anggota DPR GR yang diangkat Soekarno, 17 hingga 25 persennya terdiri 

dari anggota atau simpatisan PKI. Misal MH Lukman dari PKI diangkat 

jadi wakil ketua DPR GR dan DN Aidit menjadi wakil ketua MPRS. 

http://ensiklopedia.blogspot.com/2009/01/liga-demokrasi.html
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Kecuali di dalam kabinet, PKI telah berada hampir di semua lapisan 

lembaga pemerintah (Anwar, 1995 : 182). 

Sayangnya selain dari faktor kepentingan yang sama antara militer 

dan Liga Demokrasi yang memandang PKI sebagai bahaya laten, tidak ada 

kesamaan lain yang dimiliki oleh militer dan Liga Demokrasi. Perjuangan 

Liga Demokrasi yang juga menuntut diberlakukannya kembali sistem 

Demokrasi Parlementer menuai sikap antipati  militer. Alasannya bahwa 

sedari dulu militer adalah pihak yang paling vokal menentang 

pemberlakuan sistem Demokrasi Parlementer, karena  menganggap bahwa 

kekuasaan luas yang diberikan pada partai politik hanya akan berbuah 

ketidakstabilan politik. Karena itu di sisi lain mereka (militer) memandang 

bahwa langkah Soekarno dalam membubarkan Demokrasi Parlemen  

adalah sudah tepat, suatu pandangan yang bertolak belakang dengan 

tuntutan Liga Demokrasi. Maka atas dasar itu pula kemudian militer 

perlahan menarik dukungan dari Liga Demokrasi.  

Ketika Liga Demokrasi kehilangan dukungan dari militer, 

organisasi itu semakin mendapat hambatan dan penentangan dari musuh-

musuh politiknya.  Hubungan militer dengan Liga Demokrasi semakin 

renggang itu terlihat ketika dengan menggunakan pertimbangan bahwa 

telah timbulnya reaksi dan insiden politik di berbagai tempat yang 

diakibatkan oleh kegiatan politik Liga Demokrasi. Penguasa militer daerah 

kemudian menetapkan larangan terhadap kegiatan Liga Demokrasi di 

daerah-daerah.  
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Bukan hanya dari pihak militer saja yang menuai jarak, sejumlah 

partai politik yang awalnya mendukung Liga Demokrasi pun akhirnya 

menarik perlahan dukungannya. Partai NU adalah salah satunya yang 

kemudian turut arus dengan membatasi kegiatan Liga Demokrasi dan 

mengeluarkan pernyataan bahwa anggotanya yang terlibat menjadi 

anggota atau pendukung Liga Demokrasi bukanlah mengatasnamakan 

partai, melainkan atas nama  perorangan saja dan menyatakan bahwa 

keikutsertaan anggotanya bukanlah mencerminkan sikap politik umum 

dari Partai NU. Hal ini diambil sebab mereka melihat kedudukan Soekarno 

semakih hari semakin kuat dan sangat sulit apabila melawannya dalam hal 

ini menempatkan diri sebagai oposisi politik atau sekedar mengkritik. 

Sikap yang dimunculkan sejumlah partai itu tidak lain adalah bentuk 

oportunisme partai  (http://ensiklopedia.blogspot.com/2009/01/liga-

demokrasi.html).  

Pada akhirnya kelangsungan hidup Liga Demokrasi hanya berjalan 

singkat, tidak kurang satu tahun Presiden Soekarno segera memerintahkan 

militer dalam hal ini Angkatan Darat AH Nasution untuk membubarkan 

Liga Demokrasi. Kemudian instruksi itu dilaksanakan tanpa ada bantahan 

dari AH Nasution maupun perlawanan dari Liga Demokrasi. Sikap AH 

Nasution tersebut bertolak belakang dengan sikap sebelumnya yang 

menyokong restu hadirnya Liga Demokrasi.    

    

 

http://ensiklopedia.blogspot.com/2009/01/liga-demokrasi.html
http://ensiklopedia.blogspot.com/2009/01/liga-demokrasi.html
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     C. Pembubaran Partai Masyumi : Tumbal dari Logika Revolusi Soekarno   

Pada 21 Juli 1960 Presiden Soekarno mengundang tokoh-tokoh 

dari Partai Masyumi ke Istana Bogor, dan seminggu berikutnya pertemuan 

dilanjutkan kembali di Istana Merdeka yakni untuk memenuhi undangan 

presiden yang meminta jawaban tertulis atas berbagi pertanyaan yang 

diajukan presiden kepada Partai Masyumi sehubungan dengan 

dikeluarkannya Penpres No 7/1959 yang diundangkan akhir tahun 1959.  

Selain Partai Masyumi diundang juga tiga tokoh PSI juga mengemban 

topik permasalahan yang sama. Delegasi dari Partai Masyumi diwakili 

oleh Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito dan Sekretaris Umum  Yunan 

Nasution  

 Seperti apa yang diungkapkan oleh Yunan Nasution kepada 

Badruzzaman Busyairi dalam buku biografi Catatan Perjuangan HM 

Yunan Nasution (1985,257-261) bahwa Partai Masyumi harus 

mengemukakan jawaban tertulisnya mengenai tiga pertanyaan yang 

diajukan oleh Presiden Soekarno. Di bawah ini adalah cuplikan tanya 

jawab tersebut :   

Pertanyaan Pertama, apakah Partai Masyumi bertentangan 

dengan azas dan tujuan negara ?  

Partai Masyumi menjawab tidak! Alasannya karena Partai 

Masyumi yang berazaskan Islam mempunyai tujuan yang 

sangat jelas yaitu terlaksananya ajaran dan hukum Islam di 

dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara 

Republik Indonesia menuju keridhaan ilahi sesuai pasal 3 

Tafsir Azas Partai Masyumi. Sedangkan menurut Pembukaan 

UUD 45 yang diartikan sebagai azas ialah kata-kata 

berkedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, 

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
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Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial. Sementara 

yang dimaksud sebagai tujuan negara adalah berkehidupan 

kebangsaan yang bebas, pembentukan suatu pemerintahan 

negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan tidak 

mengajukan keterangan yang panjang lebar, kami dapat 

mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa azas Islam dan 

tujuan partai tersebut di atas tidak bertentangan dengan azas 

dan tujuan di dalam Pembukaan UUD 45 adalah termasuk 

dalam pelajaran Islam dan menjadi pelajaran yang 

fundamental.  

Pertanyaan Kedua, apakah program Partai Masyumi bermaksud 

merombak azas dan tujuan negara ?  

Partai Masyumi menjawab tidak! Tidak mungkin program 

Partai Masyumi, jangka panjang maupun pendek, bermaksud 

merombak azas dan tujuan negara sebab sesuatu program yang 

bermaksud merombak azas dan tujuan negara akan 

bertentangan dengan azas dan tujuan Partai Masyumi. 

Perjuangan Partai Masyumi yang ditentukan Tafsir Azas partai, 

dan telah ditetapkan pada Mukatamar VI di Jakarta Tahun 1952 

berbunyi :  

Kita Perjuangkan ini dengan menyusun tenaga umat dengan 

tertib, dengan membangunkan prikehidupan lahir bathin, 

pengertian dan akhlak umat dan mendidik sifat, kekuatan dan 

kecakapan untuk memperoleh segala syarat mendukung dan 

mengembangkan cita-cita Islam sebagai tatacara hidup yang 

memberikan rahmat bahagia bagi segenap mahkluk. Kita 

perjuangkan ini melalui jalan yang sah,  sebagaimana terbuka 

jalannya dalam negara Republik Indonesia kita yang 

berdasarkan kedaulatan rakyat,  melalui saluran yang lazim 

dalam negara demokrasi. Cita-cita yang luhur dan suci ini 

hanya dapat ditumbuhkan dalam ketertiban dan keamanan. 

Kekacauan tidak dapat tidak mengakibatkan pemborosan 

tenaga dan jiwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Kekacauan membawa semua usaha dan ikhtiar ke jalan buntu 

dan keruntuhan seluruhnya, oleh karena itu kita menolak tiap-

tiap usaha dari pihak mana pun juga yang mengakibatkan 

kekacauan dan kelumpuhan negara serta alat-alatnya. 

Pertanyaan Ketiga, apakah Partai Masyumi satu partai yang 

sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-

pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan atau telah jelas 

memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi 

menyalahkan perbuatan-perbuatan anggotanya ?  
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Partai Masyumi menjawab tidak! Alasannya sebab Penpres 

No7/59 itu telah menetapkan sendiri tanggal mulai berlakunya 

yaitu pada tanggal 31 Desember 1959. Padahal sejak Muktamar 

yang ke IX April 1959 di Yogyakarta, telah ditetapkan susunan 

Pimpinan Pusat yang terdiri Ketua Prawoto Mangkusasmito, 

Wakil Ketua I Sukiman Wirdjosandjojo, Wakil Ketua II Fakih 

Usman, Wakil Ketua III Mohammad Roem, Sekretaris Umum 

Yunan Nasution, Anngota terdiri : Kasman Singodimedjo, 

Anwar Harjono, Ki Taufikurrahman, AR Baswedan, 

Ardiwinangun, Hasan Basri, Osman Raliby, Sindian 

Djajadiningrat, Saleh Iskandar, Ahmad Azhari, Djamaluddin Dt 

Singomangkuto, Sunaryo Mangunpuspito, Samsuridjai. 

Pengurus Harian : Prawoto Mangkusasmito, Sukiman 

Wirdjosandjojo, Faqih Usman, Mohammad Roem, Yunan 

Nasution, Anwar Harjono, Hasan Basri, Osman Raliby. 

Kemudian para anggota Dewan Partai yang berjumlah 96 orang 

tidak ada satu pun di antara mereka yang tuirut serta dalam 

pemberontakan atau jelas-jelas memberikan bantuannya. 

Mengenai para pemimpin Partai Masyumi di daerah-daerah 

oleh Pimpinan Pusat dijelaskan adanya kenyataan bahwa sejak 

tanggal 5 September 1958 Partai Masyumi sebagai organisasi 

telah dilarang oleh yang berwajib di daerah-daerah 

pemberontakan yaitu Tapanuli, Sumatera Barat, Riau daratan, 

Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sejak saat itu pimpinan 

sesuai dengan larangan itu telah mengambil ketetapan bahwa 

Partai Masyumi di daerah-daerah tersebut tidak ada lagi dan 

diputuskan segala hubungan seluruh partai dan sejak saat itu 

pula dalam surat-surat Partai Masyumi selalu disebutkan kata-

kata : Kepada Dewan Perwakilan Wilayah/Cabang Partai 

Masyumi di seluruh Indonesia (kecuali daerah Tapanuli, 

Sumatera Barat, Riau daratan, Sulawesi Utara dan Sulawesi 

Tengah). Juga dalam Muktamar Partai Masyumi ke IX di 

Yogyakarta utusan dari daerah-daerah tersebut tidak lagi 

diundang dan memang tidak ada. Pula dalam menyusun 

kepengurusan baru pun di daerah-daerah yang bersangkutan 

tidak dibuka lagi perwakilan-perwakilan seperti di masa-masa 

yang sudah. Dalam hubungan ini Pimpinan Pusat Partai 

Masyumi merasa perlu mengingatkan kembali Statement Partai 

Masyumi No.1130/Sek-PP/I/M.VIII/1958 tanggal 17 Februari 

1958 yang ditandatangani oleh Sukiman Wirdjosandjojo dan 

Yunan Nasution  Dalam statement itu tegas disebutkan antara 

lain keyakinan Partai Masyumi bahwa pembentukan 

Pemerintah Revolusioner adalah inkonstitusional dan 

pembentukan Kabinet Karya dan Dewan Nasional pun 

inkonstitusional Dalam statement diberikan saran-saran 

obyektif untuk mengatasi krisis yang sedang melanda tanah air.            
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Tegasnya dalam menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh pemerintah, Partai Masyumi terus mengelak dari segala 

tuntutan-tuntutan yang dituduhkan pemerintah bahwa Partai Masyumi 

mensponsori PRRI dengan berdasar pada keterlibatan Ketua Umum Partai 

Masyumi Natsir yang terlibat di dalamnya. Kedua tokoh ini menegaskan 

bahwa yang memimpin Partai Masyumi sekarang ini bukan lagi Natsir tapi 

Prawoto Mangkusasmito, dan yang ikut ke PRRI bukan mengatasnamakan 

partai melainkan orang-orang atas nama pribadi (Anwar, 1995 : 183)  

Bersandar pada hasil pemanggilan perwakilan Partai Masyumi ke 

istana dan melihat dari sikap mereka yang tetap keras mendebat 

pemerintah. Soekarno menilai Partai Masyumi tidak lebihnya seperti 

kekuatan kepala batu yang hanya akan merintangi jalannya revolusi 

Indonesia. Walaupun para tokoh Partai Masyumi itu mengemukakan 

argument-argumen yang rasional namun kebencian Soekarno pada Partai 

Masyumi sudah jauh melebihi batas-batas rasionalnya.  Menurut logika 

revolusi Soekarno, Masyumi tidak patut lagi hidup dan harus dikorbankan 

demi revolusi (Ma`arif, 1996 : 54). 

Maka tepat pada hari perayaan dirgahayu kemerdekaan yakni 17 

Agustus 1960 dengan berpijak pada Penpres No 7/1959 Pasal 9, ditambah 

dengan menetapkan Keppres No 200/1960  yang dalam pertimbangannya 

menyebutkan bahwa untuk kepentingan keselamatan negara dan bangsa, 

perlu membubarkan Partai Masyumi oleh karena partai itu melakukan 

pemberontakan (Lihat lampiran 8). Maka diputuskan oleh pemerintah 
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untuk membubarkan Partai Masyumi termasuk bagian-bagian/cabang-

cabang/ranting-rantingya di seluruh wilayah Republik Indonesia.     

Dari dua Keputusan Presiden tersebut secara langsung negara 

menekan Partai Masyumi untuk segera membubarkan diri jika tidak ingin 

dinyatakan sebagai partai terlarang. Namun di pihak lain Partai Masyumi 

besikeras tetap ingin melawan dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. 

Mohammad Roem diberikan kuasa oleh Prawoto Mangkusasmito untuk 

menggugat perintah pembubaran itu. Gugatan diajukan melalui Ketua 

Pengadilan Istimewa Negeri Jakarta tertanggal 8 September 1960. 

(Ma`arif, 1995 : 69) 

Isi surat gugatan Mohammad Roem yang dilayangkan kepada  

Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (Busyairi, 1985 : 263) yakni 

meminta untuk memeriksa dan memutuskan :  

1. Menyatakan bahwa Penpres No.7/1959 dan Penpres No.13/1960 tidak 

mempunyai kekuatan hukum.  

2. Membatalkan setidak-tidaknya menyatakan batal karena hukum 

Kepres No.200/1960. 

3. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara. 

Namun setelah hampir sebulan lebih surat gugatan itu dilayangkan 

tidak ada jawaban sama sekali dari pihak pengadilan. Baru pada  11 

Oktober 1960, Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Moh. Rochjani 

Soe`oed menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang untuk memeriksa 
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perkara tersebut. Jawaban tersebut sudah terlambat atau didahului oleh 

sikap Partai Masyumi yang jauh sebelumnya telah menyatakan bubar.  

 Sikap pembubaran diri itu dengan menimbang dari segala 

konsekuensi yang mesti dihadapi apabila Partai Masyumi tetap kukuh 

tidak mau membubarkan diri yaitu dapat menimbulkan ekses penangkapan 

besar-besaran  terhadap anggota dan simpatisan Partai Masyumi di seluruh 

tanah air, dan hal itu tidak menjamin bakal tidak mendapatkan perlawanan 

fisik. Maka dengan kebesaran hati demi menjaga keselamatan umat dari 

kemudharatan yang lebih riskan, Partai Masyumi pada tanggal 13 

September memutuskan  membubarkan diri (Lihat lampiran 9)  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Sikap politik Soekarno dalam menghadapi kemacetan politik 

pemerintahan seperti jatuh bangunnya kabinet dalam tempo yang relatif 

singkat serta deadlocknya konsensus nasional berkenaan penetapan dasar 

negara dan undang-undang dasar baru di dalam Majelis Konstituante, 

dinilai Soekarno sebagai akibat dari penerapan Demokrasi Liberal yang 

prematur di Indonesia. Langkah Soekarno dalam mengatasi keadaan 

tesebut ialah dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang 

menyatakan kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Majelis 

Konstituante. Soekarno berani mengambil langkah  fundamental tersebut 

didorong oleh kepentingan politisnya yaitu keinginan untuk mengambil 

alih kekuasaan secara penuh sebab sebelumnya dia merasa didomestikasi 

dengan hanya didudukan sebagai lambang persatuan di dalam tatanan 

Demokrasi Liberal. Di samping itu ambisi  revolusioner Soekarno yang 

ingin menuntaskan jalannya Revolusi Indonesia  yang selama Demokrasi 

Liberal terbengkalai menjadi salah satu alasan Soekarno untuk 

menggenggam kekuasaan dengan menampilkan dirinya sebagai pemimpin 

komando  yang mengarahkan penciptaan situasi yang revolusioner dan 

tindakan yang revolusioner .        

Dekrit Presiden tersebut kemudian menjadi tonggak bagi 

berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin, suatu sistem yang memunculkan 
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Soekarno sebagai pemimpin otoriter yang mengendalikan semua tatanan 

pemerintahan negara. Demokrasi Terpimpin  menunjukkan era 

kebangkitan euphoria Revolusi Indonesia, atau tepatnya arah politik yang 

menitikberatkan pada penjawantahan ambisi ideologis Soekarno. Dengan 

memainkan isu-isu revolusioner Soekarno kerap melakukan tindakan 

blunder konstitusi. Termasuk adalah membunuh hak demokrasi Partai 

Masyumi yang dianggapnya sebagai kekuatan kontra revolusi, sebuah 

istilah yang lebih menghaluskan kenyataan bahwa Partai Masyumi 

merupakan ganjalan besar politik Soekarno yaitu duri dalam keberadaan 

kekuasaan Soekarno. 

Partai Masyumi adalah satu dari sedikit partai yang berani 

menunjukkan sikap oposisi terhadap Soekarno. Setelah sebelumnya 

menolak Konsepsi Presiden di tahun 1957, Partai Masyumi juga 

mengecam keluarnya Dekrit Presiden dan pemerintahan Demokrasi 

Terpimpin. Partai Masyumi adalah partai yang pro Demokrasi Liberal, 

yang secara ideologis berseberangan dengan Soekarno yang anti 

Demokrasi Liberal. Ada perbedaan pandangan antara Partai Masyumi 

dengan Soekarno dalam menilai kemacetan politik, Partai Masyumi 

melihat situasi tersebut merupakan bagian dari dinamika proses 

berdemokrasi dan akan sendirinya teratasi dengan seiringnya waktu 

pendewasaan berpolitik bernegara. Meskipun demikian Partai Masyumi 

juga tidak luput dari kepentingan politik dengan sikapnya yang bersikukuh 

mempertahankan Demokrasi Liberal, sebab dalam wahana demokrasi yang 
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demikian Partai Masyumi  sudah merasa berada di atas angin dalam 

mengendalikan kekuasaan pemerintahan, hal tersebut terbukti dengan 

berpengaruhnya Partai Masyumi dalam setiap konsensus pembentukan 

cabinet, maka langkah Soekarno merubah tatanan demokrasi dianggap 

oleh Partai Masyumi sebagai ancaman terhadap kepentingan 

kekuasaannya.       

Bagi Partai Masyumi sistem Demokrasi Terpimpin bukanlah 

pemecahan masalah dari kemacetan politik namun hanya akan 

menimbulkan permasalahan yang baru dengan dirangkulnya PKI di sekitar 

kekuasaan otoriter Soekarno yang dikhawatirkan sewaktu-waktu bakal 

melakukan coup pada pemerintahan. Namun karena adanya 

kesinambungan ideologis antara Soekarno-PKI dan adanya kesamaan 

watak politik dikeduanya yang sama-sama menganut progressif 

revolusioner, maka Soekarno lebih memilih sikap untuk menyisihkan 

Partai Masyumi yang dianggapnya sebagai kelompok di luar kubu 

Demokrasi Terpimpin yang berhaluan progressif revolusioner .  

Dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno tidak sedikit pun 

memberikan ruang bagi Partai Masyumi untuk terlibat di dalam 

pemerintahan. Wakil-wakil Partai Masyumi tidak dimasukkan di dalam 

Kabinet Kerja, DPA dan Deppernas, kemudian disusul tindakan Soekarno 

yang membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 di bulan Maret 1960 dan 

pengumuman pembentukan DPR GR di bulan Juni 1960 yang didalamnya 

tidak satu pun perwakilan Partai Masyumi diikutsertakan sebagai anggota 



 

 
 

98 

DPR. Klimaksnya Partai Islam terbesar itu pada akhirnya harus 

dibubarkan melalui Penpres No.7/59 dan Keppres No.200/60. Hal ini lebih 

disebabkan atas kegigihannya memperjuangkan hak-hak demokrasi 

dengan melawan sistem tirani, dan sebagai konsekuensi dari sikap para 

pemimpinnya yang selalu menunjukkan vokal oposisi terhadap Soekarno. 

Meskipun akhirnya dibubarkan, Partai Masyumi telah mewariskan teladan 

mengenai sikap amar ma`ruf nahi mungkar yang selalu konsisten 

diamalkan dengan menempuh segala resiko yang dihadapinya.   
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Lampiran 10  
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